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ABSTRAKSI 
 
A. FAHRUL ISLAM, Nomor Pokok E 121 08 516, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: 
“Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kabupaten 
Bone (Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah)”, di bawah bimbingan Dr.Muhammad Tamar, M.Psi 
dan A. Lukman Irwan, S.IP,M.Si.    
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 
pelaksanaan fungsi koordinasi, prinsip transparansi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mengetahui faktor – faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.  
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian adalah Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone.  Informan yang dipilih adalah mempunyai relevansi yang 
dibutuhkan penelitian yang terdiri dari Kepala Bappeda dan Statistik, 
Sekretaris, Kepala Bidang, SKPD, Camat, LSM, dan Tokoh Masyarakat.  
Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, interview atau 
wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif naratif yang 
didukung oleh data primer dan data sekunder.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi 
yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, sudah menunjukkan keberhasilannya 
dimana terdapat usaha yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi 
koordinasi tersebut antara lain: pelaksanaan rapat koordinasi, pemberian 
informasi dan laporan, kesepakatan dan komitmen, dan hubungan kerja yang 
terjalin dengan baik.  Terkait pelaksanaan prinsip transparansi, menunjukkan 
hasil yang transparan (terbuka) dimana adanya penjelasan – penjelasan 
mengenai indikator pembangunan, program prioritas dan rincian anggaran.  
Penyebaran informasi dilakukan melalui beberapa cara, antara lain melalui 
media cetak, telepon / fax dan bentuk persuratan dapat dilaksanakan dengan 
baik.  Sedangkan penyebaran informasi melalui situs internet dinilai masih 
kurang.  Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu terdiri atas faktor 
pendukung yang antara lain: tingkat pendidikan aparat perencana, 
kepemimpinan Kepala Bappeda dan Statistik dan kebijakan daerah (perda).  
Faktor penghambat antara lain : kurangnya pemahaman SKPD, rendahnya 
keterampilan teknologi dan informasi, dan kurangnya sarana dan prasarana.  
Kata Kunci : Koordinasi, Transparansi, Faktor Yang Berpengaruh 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
Bab ini menguraikan tahapan awal dari rangkaian proses penulisan.  
Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan definisi 
operasional.   
 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan  
dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 
keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.  
Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai 
tujuan tersebut yang salah satunya adalah melalui pemberian otonomi luas 
kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian 
disempurnakan dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 
Daerah.  
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Para pendiri negara (the founding father) dari sejak awal menyadari 
bahwa Indonesia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan 
serta penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa, tidak mungkin dikelola 
secara sentralistik.  Dengan perkataan lain otonomi bagi kesatuan 
masyarakat hukum yang sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk 
merupakan suatu keharusan (conditio sine qua non).  
Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 
pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : “pemerintah daerah propinsi, daerah 
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.   Dalam Dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat tersebut, 
pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui 
peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.   
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan 
antarsusunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan 
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keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan  yang kemudian disertai 
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. 
Melalui UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan 
UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana melalui 
Undang-undang tersebut diharapkan bahwa Pemerintahan daerah 
khususnya pemerintahan Kabupaten akan berperan aktif melaksanakan 
tugas-tugas pemerintahan maupun tugas pelaksanaan pembangunan 
disegala bidang.  Mengingat tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah 
pusat sangat besar pada akhirnya pemerintahan daerah harus memberikan 
kontribusi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan 
pembangunan ke arah yang lebih baik.  Untuk mewujudkan hal tersebut, 
dibutuhkan kinerja para aparatur pemerintah yang memiliki dedikasi, loyalitas 
serta profesionalisme yang tinggi dan tentunya mampu menjadi pelindung 
masyarakat.   
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.  Sebagai daerah 
otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 
menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip 
keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat.  Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara 
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proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik – praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat 
dan daerah.   
Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam 
rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk 
suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu 
melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980, tentang pembentukan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah 
Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah 
kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat 
pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.   
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan 
instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan pemerintahan 
lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan 
efisien.  Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi utamanya organisasi 
birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam 
mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Dengan koordinasi yang baik, 
diharapkan semua unit organisasi yang bertugas di daerah terutama 
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Bappeda dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar dan senantiasa 
berorientasi pada tujuan yang sama yaitu tujuan nasional.   
Koordinasi merupakan salah satu tugas pokok Bappeda yang mesti 
dilaksanakan dengan menyelenggarakan aktivitas pelibatan segenap pihak 
yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi 
mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
Koordinasi dalam suatu perencanaan pada prinsipnya merupakan salah satu 
aspek pengendalian yang sangat penting dan diinterpretasikan sebagai 
proses menghubungkan agar tercapai kesamaan dan kerapian serta 
keterkaitan dari setiap langkah dan kegiatan.   
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone  merupakan salah satu 
lembaga teknis daerah sebagai mitra pemerintah daerah Kabupaten Bone 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Bappeda dan Statistik  
Kabupaten Bone sangat berperan penting dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan daerah karena mempunyai tugas membantu bupati dalam 
merumuskan kebijakan tentang perencanaan pembangunan yang ada di 
daerah.  Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan perencana 
pembangunan tersebut tentu harus melaksanakan tugas dan fungsinya 
secara efektif, bertanggungjawab, dan terbuka kepada masyarakat.  
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 
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merupakan salah satu unsur dari pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerah.   
Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone belum berjalan secara optimal terutama dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan.  Hal 
ini dapat dilihat pada beberapa proyek pembangunan dianggap bermasalah 
karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, walaupun 
proyek tersebut sudah direncanakan dengan baik. Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone belum melakukan perencanaan partisipatif namun 
cenderung melakukan perencanaan secara top – down yang artinya 
perencanaan yang dilakukan dari atas tanpa melihat atau melibatkan unsur 
masyarakat sehingga proyek pembangunan yang direncanakan tersebut 
dianggap sebagai pemborosan. Kurangnya data dan informasi yang 
diperoleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone mengenai kebutuhan 
masyarakat merupakan salah satu akibat dari perencanaan yang dilakukan 
secara top – down.  Perencanaan top – down yang dilakukan oleh Bappeda 
dan Statistik Kabupaten Bone menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsinya sebagai badan perencana ternyata belum mampu melakukan 
koordinasi yang baik antara masyarakat, pihak swasta, lembaga pemerintah 
dan sebagainya sehingga pembangunan di Kabupaten Bone banyak yang 
tidak sesuai dengan kondisi masyarakatnya.    
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Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan 
menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul  “Analisis Tentang 
Tugas Dan Fungsi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone (Studi 
Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah)”.  
  
1.2. Rumusan Masalah  
Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian 
memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam 
penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya.  
Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone? 
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalam proses 
pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah 
yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone?  
3. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone?  
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :  
1. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi 
koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone.   
2. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan prinsip 
transparansi dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan 
pembangunan daerah di Kabupaten Bone.    
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dalam 
melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.  
 
1.3.2. Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat 
teoritis dan manfaat praktis yaitu : 
1. Manfaat Teoritis : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis 
sebagai berikut : 
a. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran 
untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan 
untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di 
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daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai 
objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi 
peneliti berikutnya.   
c. Menambah khasanah perpustakaan 
2. Manfaat Praktis : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 
sebagai berikut : 
a. Memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran bagi 
masyarakat tentang penyusunan perencanaan pembangunan di 
daerah.  
b. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menangani masalah 
penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 
 
1.4. Kerangka Konsep 
Dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan menggunakan beberapa 
konsep teori.  Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua 
fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara – cara tertentu.  Konsep 
teori yang akan diuraikan pada penelitian ini adalah teori koordinasi 
pemerintahan,  teori prinsip transparansi, serta faktor – faktor yang 
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mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi  Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone. 
Koordinasi merupakan suatu usaha penyesuaian bagian-bagian yang 
berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, 
sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara 
maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi terhadap 
sejumlah bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas dari pada 
organisasi demikian pentingnya sehingga beberapa kalangan 
menempatkannya di dalam pusat analisis. Koordinasi yang efektif adalah 
suatu keharusan untuk mencapai administrasi/manajemen yang baik dan 
merupakan tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan 
kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu 
sama lain saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin 
koordinasi yang baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator.   
Dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen, adapun 
yang menjadi indikatornya, yaitu :  
1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi  
2. Kesadaran pentingnya koordinasi  
3. Kompetensi partisipan  
4. Kesepakatan dan komitmen 
5. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi 
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6. Insentif koordinasi 
7. Feedback sebagai masukan – balik ke dalam proses koordinasi 
selanjutnya.   
Koordinasi merupakan sebuah proses yang meliputi beberapa 
langkah.  Sebagai proses, input koordinasi adalah saling memberi informasi 
tentang hal tertentu melalui pola komunikasi.  Sumber informasi (sender) 
menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja 
lainnya (receiver).  Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung 
menyesuaikan diri dengan informasi itu, atau memberikan feedback kepada 
sender atau masyarakat.   
Koordinasi yang hanya sekedar koordinasi antar unit kerja pemerintah 
adalah merupakan koordinasi birokrasi.  Koordinasi seperti ini berbeda jauh 
dengan koordinasi pemerintahan.  Di kalangan organisasi privat terdapat 
koordinasi eksternal (antarkorporat) di samping koordinasi internal (antar 
kegiatan atau unit kerja di dalam sebuah korporat atau group).  Di kalangan 
pemerintahan terdapat juga hal seperti itu, yaitu koordinasi eksternal 
(antarnegara atau interstatal) dan koordinasi internal antar pemerintah 
dengan yang diperintah.    
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, koordinasi 
diperlukan oleh badan perencana dengan instansi – instansi pemerintahan, 
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masyarakat, dan LSM dengan mengacu kepada prinsip keterbukaan atau 
transparansi.   
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan 
pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.  Transparansi merujuk pada 
ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (clarity) 
tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah. 
Adapun yang menjadi indikatornya :  
a. akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely).  
Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily 
available) 
b. aturan dan prosedur yang “simple, straightforward and easy to apply” 
untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.   
Pemerintahan yang transparan, maka akan memudahkan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan pemerintahan.   
Tugas perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila 
didukung oleh kemampuan perencanaan dari pemerintah setempat.  Menurut 
pendapat Warcik (1997) yang dikutip oleh Syukur Abdullah beberapa 
indikator yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kerja aparat 
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perencana di daerah dan juga sebagai faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA, yaitu :  
1. kemampuan staf perencana berupa sejauh mana pendidikan dan 
latihan yang diperoleh menyangkut teknik – teknik perencanaan, 
pengumpulan data dan metode analisis yang dibutuhkan dalam 
perencanaan.  
2. Kemampuan untuk memelihara dan menumbuhkan motivasi dari staf 
perencana af dalam secara efektif dan kemampuan untuk menjalin 
hubungan yang efektif dengan unit – unit organisasi lain yang 
mempunyai kaitan dengan kegiatan perencanaan.  
3. Tersedianya sarana dan pengolahan data elektronis dan 
kemampuan staf dalam mengoperasikan peralatan tersebut.  
4. Mutu informasi yang dibutuhkan bahwa keahlian penelitian tidak 
dapat bermanfaat secara efektif bila bahan baku perencanaan yaitu 
data dan informasi tidak tersedia dan tidak mudah diperoleh.  
 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone ada dua faktor yang sangat berpengaruh dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, yaitu :  
a. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung merupakan segala faktor yang ada di dalamnya 
turut membantu proses koordinasi perencanaan pembangunan daerah 
dengan instansi – instansi pemerintahan, masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat, dan sebagainya.  Adapun yang menjadi faktor 
pendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, yaitu:  
1. Tingkat pendidikan aparat perencana 
2. Kepemimpinan Kepala Bappeda 
3. Kebijakan peraturan daerah  
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b. Faktor Penghambat  
Faktor penghambat merupakan segala faktor yang ada di dalamnya 
turut menghambat proses perencanaan pembangunan daerah dengan 
instansi – instansi pemerintahan, masyarakat, lembaga swadaya 
masyarakat dan sebagainya.  Adapun yang menjadi faktor 
penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi, yaitu :  
1. Kurangnya pemahaman antar SKPD 
2. Rendahnya keterampilan dan pengalaman aparat  
3. Sarana dan Prasarana 
Uraian tersebut di atas, merupakan kerangka konseptual yang menjadi 
landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.  Kerangka tersebut 
dapat digambarkan sebagai berikut :  
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KERANGKA KONSEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1. Kerangka Konseptual 
BAPPEDA 
Kabupaten Bone 
Fungsi Koordinasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bone : 
1. Pelaksanaan rapat koordinasi 
2. Pemberian informasi dan laporan  
3. Kesepakatan dan komitmen 
4. Hubungan kerja Bappeda dengan 
dinas :  
a. Dinas Pendidikan 
b. Dinas Pariwisata & Kebudayaan 
c. Dinas Pendapatan Daerah 
d. Dinas PU dan SDA 
Prinsip Transparansi  
 
Prinsip Transparansi :  
a. Keterbukaan memberikan informasi 
perencanaan, baik rencana 
pembangunan daerah, rencana kerja 
daerah, maupun anggaran.  
 
b. Adanya penyebaran informasi dalam 
kegiatan pembanguan daerah.  
 
Faktor – Faktor Yang Berpengaruh : 
 
a. Faktor pendukung: 
1 Tingkat pendidikan aparat perencana 
2 Kepemimpinan Kepala Bappeda 
3 Kebijakan peraturan daerah  
 
b. Faktor penghambat :  
1. Kurangnya pemahaman SKPD 
2. Rendahnya keterampilan teknologi dan informasi 
3. Sarana dan Prasarana 
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1.5. Metode Penelitian  
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 
metode dan teknik penelitian yang digunakan sebagai berikut :  
 
1.5.1. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dipergunakan adalah kualitatif.  Pendekatan 
kualitatif merupakan suatu penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, 
perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan 
mendalam dalam bentuk narasi.  
 
1.5.2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Bone, Propinsi 
Sulawesi Selatan.  Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang luas wilayah dan 
jumlah penduduknya besar sehingga relevan untuk diadakan penelitian 
tentang perencanaan pembangunan daerah, khususnya koordinasi dalam 
proses perencanaan.   
 
1.5.3. Subyek Penelitian  
Subyek penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Statistik Kabupaten Bone.  Pemilihan Bappeda dan Statistik sebagai 
subyek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Bappeda dan 
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Statistik merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan 
fungsi perencanaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
1.5.4. Pemilihan Informan 
Informan yang dipilih adalah orang yang dianggap mempunyai 
kedudukan yang relevan dengan data yang dibutuhkan di wilayah penelitian. 
Peneliti memilih subjek / informan sebagai unit analisis yang berdasarkan 
kebutuhan data dan informasi, serta yakin bahwa unit analisis tersebut 
representatif.   
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Kepala BAPPEDA    1   Orang   
2. Sekretaris BAPPEDA     1   Orang 
3. Kabid Bappeda     7   Orang 
4. Instansi Pemerintah Daerah (SKPD)  4   Orang 
5. Camat      5   Orang   
6. Lembaga Swadaya Masyarakat  5   Orang 
7. Tokoh Masyarakat              5   Orang  
Jumlah                28  Orang 
 
1.5.5. Instrumen Penelitian  
Instrumen dalam penelitian bersifat subyektif (peneliti).  Sebagaimana  
konsep Moleong (2003:19) bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif 
pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat 
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pengumpul data. Adapun alat bantu yang biasa digunakan dalam penelitian 
kualitatif seperti penelitian ini antara lain, alat fotografi, taperecorder, 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan alat 
bantu lainnya.   
 
1.5.6. Sumber Data Penelitian  
Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari :  
1. Data Primer  
Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan 
terhadap informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam 
memberikan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini.  
2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, catatan – catatan, 
laporan – laporan maupun arsip – arsip resmi serta bahan pustaka 
yang dapat mendukung kelengkapan data primer.  
 
1.5.7. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini 
digunakan teknik pengumpulan data.  Semua data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini dikumpulkan melalui :  
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1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung 
terhadap objek yang diteliti guna mengumpulkan data tentang 
pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap proses penyelenggraan 
pemerintahan. 
2. Interview atau wawancara yang bertujuan mengumpulkan 
keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat 
serta pendirian – pendirian mereka, merupakan suatu pembantu 
utama dari metode observasi.   
3. Studi Literatur, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-
buku,  dokumen – dokumen, dan bahan – bahan referensi lainnya 
yang berkaitan dengan penelitian. 
 
1.5.8. Analisis Data  
Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi 
literatur dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan 
deskriptif naratif.  Teknis ini diterapkan melalui tiga alur, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Artinya data-data yang terdiri dari 
deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun 
pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian 
diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya 
dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan  
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semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila 
kesimpulan dirasakan masih kurang mantap, maka dilakukan penggalian 
data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan 
kesimpulan dirasa sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab 
rumusan masalah penelitian.  
 
1.6. Definisi Konseptual  
Demi terarahnya penelitian ini, maka disusun definisi konseptual 
sebagai berikut :  
1.6.1. Tugas dan Fungsi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
Tugas dan fungsi aparat pemerintah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone adalah segala aktivitas yang 
dilaksanakan oleh aparat pemerintah Bappeda dan Statistik yang telah diatur 
berdasarkan peraturan yang berlaku.   
Sepuluh tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone, salah satu diantaranya sangat berpengaruh dalam proses 
penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.  Tugas dan fungsi 
tersebut dioperasionalkan :  
“Melakukan koordinasi perencanaan sektor, antar wilayah, dan antar 
lembaga baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat di Kabupaten 
Bone”.  
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1.6.2. Koordinasi Pemerintahan   
Koordinasi merupakan suatu usaha penyesuaian bagian-bagian yang 
berbeda, agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, 
sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara 
maksimal, agar memperoleh hasil secara keseluruhan.   
Koordinasi pemerintahan (dalam hal ini Bappeda dan Statistik) dapat 
didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat 
berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan 
yang berbeda – beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan 
kepentingan, antar pemerintah dengan yang diperintah.   Adapun yang 
menjadi indikatornya, yaitu :  
1. Pelaksanaan rapat koordinasi 
2. Pemberian informasi dan laporan  
3. Kesepakatan dan komitmen 
4. Hubungan kerja Bappeda dengan dinas terkait 
 
1.6.3. Prinsip Transparansi  
Merupakan  prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, 
serta hasil-hasil yang dicapai.  Prinsip transparansi dioperasionalkan sebagai 
berikut :  
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1. Adanya sistem keterbukaan terhadap perencanaan, baik rencana 
pembangunan daerah, rencana kerja daerah, maupun anggaran.  
2. Adanya penyebaran informasi dalam kegiatan pembangunan 
daerah.  
 
1.6.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :  
a. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung merupakan segala faktor yang ada di dalamnya 
turut membantu proses koordinasi perencanaan pembangunan daerah 
dengan instansi – instansi pemerintahan, masyarakat, lembaga 
swadaya masyarakat, dan sebagainya.  Adapun yang menjadi faktor 
pendukung  pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, 
yaitu:  
1. Tingkat pendidikan aparat perencana 
2. Kepemimpinan Kepala Bappeda  
3. Kebijakan peraturan daerah 
b. Faktor Penghambat  
Faktor penghambat merupakan segala faktor yang ada di dalamnya 
turut menghambat proses perencanaan pembangunan daerah dengan 
instansi – instansi pemerintahan, masyarakat, lembaga swadaya 
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masyarakat dan sebagainya.  Adapun yang menjadi faktor penghambat 
pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, 
yaitu :  
1. Kurangnya pemahaman SKPD 
2. Rendahnya keterampilan teknologi dan informasi 
3. Sarana dan Prasarana 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
Tinjauan pustaka merupakan paduan penulisan dalam aspek 
konseptual – teoritis.  Pada bagian ini dipaparkan berbagai konsep teori 
tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, teori koordinasi dan 
teori prinsip transparansi.  Konsep teori tersebut selanjutnya akan digunakan 
sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini.   
 
2.1. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal 
bagi institusi perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu 
sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan 
bertanggungjawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa 
pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan 
internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia.  
BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah yang mana badan ini menurut PP RI No 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 6 dijelaskan bahwa:  
1. Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur 
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
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2. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang perencanaan pembangunan daerah.  
3. Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 
fungsi:  
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;  
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 
pembangunan daerah; dan  
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.  
4. Badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala 
badan. 
5. Kepala badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada gubernur melalui sekretaris daerah.  
 
Hal ini berarti bahwa Bappeda merupakan suatu unsur perencana 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana BAPPEDA 
bertanggung jawab terhadap kepala daerah melalui sekretaris daerah.  Hal ini 
merupakan Badan Perencanaan Pembangunan tidak berdiri sendiri diluar 
daripada tanggung jawab dari Kepala Daerah yang bersangkutan, tetapi 
Badan tersebut dibentuk adalah untuk bekerja dan membantu Kepala Daerah 
dalam melaksanakan pekerjaan sebagai kepala daerah yang bertugas untuk 
merencanakan pembangunan serta mengadakan penilaian atas 
pelaksanaannya.  
Dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka tugas 
pembangunan, pengawasan dan penilaian menjadi tugas daripada Bappeda 
tersebut, artinya bahwa badan itu bukan hanya bertugas sebagai 
perencanaan saja tetapi harus turut serta aktif dalam mengadakan 
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pengawasan dan pelaksanaan dari yang sudah direncanakan semula. Hanya 
saja perlu diingat bahwa melalui pengawasan, badan ini akan dapat 
menyusun perencanaan pembangunan berikutnya dengan mempelajari hal-
hal yang telah dilihat melalui pelaksanaan yang sudah dilakukan. Oleh sebab 
itu, Bappeda tidak boleh terlepas dari semua badan-badan maupun instansi-
instansi yang ada di daerah itu dalam melakukan tugasnya sebagai Badan 
Perencanaan Pembangunan di daerah.   
Kunarjo menjelaskan bahwa : “untuk menampung keinginan 
masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah 
ke atas.  Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif.  Tahap 
yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah akan 
diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi dimulai dengan : 
1. Musyawarah Pembangunan (Musbang) Tingkat Desa / Kelurahan 
Musyawarah pembangunan desa dipimpin oleh oleh kepala desa atau 
lurah yang dibimbing oleh camat dan di bantu oleh Kepala Urusan 
Pembangunan Desa.  Musyawarah desa ini menginvetarisasi potensi 
desa, permasalahan desa, menyusun usulan program dan proyek 
yang dibiayai dari swadaya desa bantuan pembangunan Desa, APBD 
Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.  
2. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan 
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Temu karya dipimpin oleh camat dan dibimbing oleh BAPPEDA 
kabupaten / kota yang bersangkutan.  Tujuan temu karya ini adalah 
untuk membahas kembali rencana program yang telah dihasilkan 
Musbang Desa.   
3. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten 
Rapat Koordinasi ini membahas hasil Temu Karya Pembangunan 
Tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Ketua Bappeda Kabupaten.  
Dalam rapat ini usulan – usulan program dan proyek dilengkapi 
dengan sumber – sumber dana yang berasal dari APBD kabupaten, 
APBD propinsi, APBN, program bantuan pembangunan, maupun 
bantuan luar negeri, dan sumber dana dari perbankan.  Usulan dari 
BAPPEDA kabupaten / kota disampaikan kepada gubernur, ketua 
BAPPENAS, dan mendagri.     
4. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Propinsi 
Hasil rumusan dari Rakorbang Kabupaten / Kota dan usulan proyek 
pembangunan dibahas bersama – sama dengan Biro Pembangunan 
dan Biro Bina Keuangan, Sekretariat Wilayah atau Provinsi, serta 
Direktorat Pembangunan Desa Provinsi.  Ketua BAPPEDA provinsi 
mengkoordinasikan usulan rencana program dan proyek untuk 
dibahas dalam Rakorbang provinsi yang dihadiri lembaga vertikal dan 
BAPPEDA kabupaten / kota.   
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5. Konsultasi Nasional Pembangunan   
Hasil Rakorbang Provinsi kemudian diusulakn ke Pemerintah Pusat 
melalui forum Konsultasi Nasional.  Forum ini dipimpin oleh 
BAPPENAS dan dihadiri oleh wakil – wakil BAPPEDA provinsi serta 
wakil Depdagridan departemen teknis tertentu.  Hasil dari forum ini 
dibahas BAPPENAS sebagai masukan untuk penyusunan proyek – 
proyek yang dibiayai APBN.  Daftar proyek yang telah dipadukan 
antara kebijakan sektoral dan keinginan daerah disusun dalam buku 
Satuan Tiga untuk disampaikan kepada DPR sebagai Lampiran Nota 
Keuangan.    
Kuncoro mengatakan perencanaan pembangunan daerah dari atas ke 
bawah (top down planning) diartikan perencanaan yang dibuat oleh 
pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari tingkat daerah. 
Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) dibuat 
oleh pemerintah tingkat mikro/proyek. Berdasarkan apa yang dkemukakan 
Kunarto daerah/departemen dalam, dapat disimpulkan bahwa top down 
planning bersifat makro dan bottom up planning bersifat mikro.   
Mengacu pada pendapat kedua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) 
itu adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau 
institusi pemerintah di pusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau 
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menyeluruh, sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up 
planning) adalah perencanaan yang dibuat oleh lembaga atau institusi 
pemerintah di tingkat bawah yang sifatnya mikro. Hal ini sering terjadi salah 
pengertian dan penafsiran dibanyak kalangan terhadap isitilah top down 
planning dan bottom up planning. Khususnya mengenai bottom up planning 
sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara 
langsung.   
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dibentuk 
pada tanggal 15 Desember 1982 berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 
1982 dan telah disempurnakan lagi melalui Peraturan Daerah No. 25 Tahun 
2002 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah.   
Pada Tahun 2008 Bappeda berubah menjadi Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 
tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Bone. Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone adalah badan staf 
yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Statistik Kabupaten Bone.   
BAPPEDA Kabupaten Bone mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam menentukan kebijaksanaan serta penilaian atas pelaksanaan di bidang 
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perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut di 
atas badan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :  
a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D)  
b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-
Daerah)  
c. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
d. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RENSTRA-SKPD)  
e. Menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)  
f. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah dan Rancangan APBD  
g. Melakukan Koordinasi Perencanaan Sektor, Antar Wilayah, dan Antar 
Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta dan masyarakat di 
Kabupaten Bone.  
h. Memfasilitasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten/Kota  
i. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan 
j. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan 
sesuai arahan Bupati. 
2.2. Koordinasi Dalam Perencanaan Pembangunan  
2.2.1. Pengertian Koordinasi  
Kata coordination berasal dari co – dan ordinare yang berarti to 
regulate. Ada beberapa pendekatan dalam koordinasi, yaitu dilihat dari 
A. Fahrul Islam : Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone 
(Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah), 2012 
Prog. Kerjasama Ilmu Pemerintahan, FISIP UNHAS 
 
pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan 
sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal 
in rank or order, of the same rank order, not subordinate) untuk saling 
memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, 
sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan 
keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas 
dan keberhasilan pihak yang lain.  Jika dilihat dari sudut normatif, koodinasi 
diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, 
menyelaraskan, dan mengimbangkan kegiatan – kegiatan yang spesifik atau 
berbeda – beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu 
pada saat yang telah ditetapkan.  Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan 
guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengektifkan pembagian 
kerja.   
Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, 
agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga 
masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, 
agar memperoleh hasil secara keseluruhan.  Koordinasi terhadap sejumlah 
bagian-bagian yang besar pada setiap usaha yang luas dari pada organisasi 
demikian pentingnya sehingga beberapa kalangan menempatkannya di 
dalam pusat analisis. Koordinasi yang efektif adalah suatu keharusan untuk 
mencapai administrasi / manajemen yang baik dan merupakan 
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tanggungjawab yang langsung dari pimpinan. Koordinasi dan kepemimpinan 
tidak bisa dipisahkan satu sama lain oleh karena itu satu sama lain saling 
mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif akan menjamin koordinasi yang 
baik sebab pemimpin berperan sebagai koordinator. 
G.R. Terry mengungkapkan bahwa :  
“koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan 
pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan 
harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”.    
 
Lebih lanjut Mc. Farland (Handayaningrat, 1985:89) mengatakan 
bahwa: “koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan 
pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin 
kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama”. Selanjutnya menurut 
E.F.L. Brech :  
“koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan 
memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-
masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan 
keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri”.  
 
Lebih lanjut Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi 
(coordination) sebagai :  
“proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada 
satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang 
fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara 
efisien”.  
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Berbeda dengan Robert Livingstone dalam Sutarto (1989:127) yang 
mengawali koordinasi sebagai hubungan berbagai faktor organisasi :  
“Koordinasi merupakan antar hubungan berbagai faktor organisasi.  
Tidak sukar mengorganisasi kegiatan tunggal, tetapi untuk 
mengorganisasi macam – macam kegiatan di dalam ketunggalan 
ialah merupakan pencapain yang sukar.  Koordinasi membuat 
organisasi “baik”.  Ini adalah suatu sistem keseimbangan dan kontrol, 
tantangan dan tanggapan, yang ada di antaranya dan diantara 
satuan – satuan dalam organisasi”.    
 
Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung 
pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat 
saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. Hal ini juga 
ditegaskan oleh Handayaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi 
adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat 
juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah 
tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling 
mempengaruhi.  
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi 
mengandung unsur – unsur :  
1. Sebagai suatu proses kegiatan menyatu padukan kegiatan unit – unit 
organisasi.   
2. Upaya menyatu padukan dapat mengangkat kegiatan, waktu maupun 
biaya.   
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3. Kegiatan ini ditandai dengan tidak adanya kekacauan, kecekcokan, 
kekembaran kerja dan kekosongan kerja.   
4. Proses kegiatan ini diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.   
Dengan demikian koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses 
penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang 
berbeda – beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan 
atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan 
dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan 
kegiatan yang lain.   
Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya ada sasaran yang hendak 
dicapai khususnya bagaimana supaya tercipta suatu keserasian dan 
keselarasan kerja sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap 
satuan organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang 
tindih dalam pelaksanaan tugas masing – masing.   
Pengertian tentang koordinasi di atas menyiratkan bahwa koordinasi 
bertujuan :  
1. Menciptakan dan memilihara efektivitas organisasi setinggi mungkin 
melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, 
antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.   
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2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi – tingginya setiap 
kegiatan intardependen yang berbeda – beda melalui kesepakatan – 
kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.   
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif – 
antisipatif di kalangan unit kerja intardependen dan independen yang 
berbeda – beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak 
oleh keberhasilan unitkerja yang lain, melalui jaringan informasi dan 
komunikasi efektif.     
Koordinasi pemerintahan sebagai salah satu fenomena dalam 
pemerintahan di Daerah merupakan aspek yang penting dalam rangka 
mencapai tujuan pemerintahan. Koordinasi pemerintahan adalah koordinasi 
yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan, masalah kerja sama 
antara aparatur pemerintahan dan pertalian satu sama lainnya.  
2.2.2. Koordinasi Pemerintahan 
Koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses 
kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang 
terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda – beda pada dimensi 
waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan, antar pemerintah dengan 
yang diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak 
terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama, dan di sisi 
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lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang 
lain.   
Lebih lanjut, koordinasi pemerintahan merupakan kegiatan-kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan harus ditujukan ke arah tujuan yang hendak 
di capai yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-garis besar haluan Negara 
dan garis-garis besar haluan pembangunan baik untuk tigkat pusat ataupun 
untuk tingkat daerah, guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu gerak 
kegiatan harus ada pengendalian sebagai alat untuk menjamin langsungnya 
kegiatan.  
Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya 
merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting dan 
merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa 
membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan 
kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta 
lembaga-lembaga pemerintahan yang mempuyai tugas kewajiban dan 
wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan 
bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dan saling tumpang 
tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh 
yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja. 
Koordinasi dalam pemerintahan dapat dirumuskan sebagai fungsi 
suatu aparatur pemerintah untuk memadukan (mengintegrasikan serta 
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menyerasikan dan menyelaraskan) berbagai kepentingan dan kegiatan yang 
saling berkaitan beserta segenap gerak langkah dan waktunya dalam rangka 
pencapain tujuan dan sasaran bersama yang akan dicapai.  Oleh karena itu, 
koordinasi harus diterapkan mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.   
Koordinasi berkaitan awal dengan spesialisasi.  Setiap spesialisasi 
dilembagakan menjadi sebuah kegiatan, program,lembaga, atau unit kerja, 
dengan sasaran spesifik pula.  Karena setiap spesialisasi dijabarkan 
(dideduksikan) dari tujuan organisasional, diharapkan, jika setiap unit kerja 
melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil mencapai sasarannya 
masing-masing, dengan sendirinya tujuan organisasi tercapai.   
Koordinasi merupakan fungsi organisasi.  Begitu suatu organisasi 
dibentuk atau terbentuk, koordinasi internal dan eksternal harus jalan, yang 
satu berkoordinasi dengan yang lain, atau berbagai kegiatan,program, 
lembaga, unit kerja, organisasi, dikoordinasikan.  Secara spesifik perlunya 
koordinasi dilatarbelakangi oleh kenyataan :  
1. Adanya hubungan dependen, kausal, dan berurutan secara objektif 
antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain.  
2. Adanya hubungan fungsional objektif antara unit kerja yang satu 
dengan unit kerja lain.   
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3. Adanya pilihan – pilihan dan skala prioritas antar berbagai kegiatan 
yang berbeda – beda.   
4. Adanya kepentingan bersama, misalnya antar unit kerja yang 
berkepentingan pada suatu projek serba guna (multipurposif).   
5. Kegiatan yang satu merupakan lanjutan kegiatan yang lain di daerah 
yang berbeda – beda, misalnya pembuatan jalan raya melalui 
beberapa daerah administratif.   
6. Kegiatan yang satu merupakan bagian kegiatan yang lain, misalnya 
kegiatan yang berbeda – beda yang harus dilakukan guna memproses 
(merakit) sebuah produk.   
7. Adanya kegiatan yang sama pada berbagai unit kerja yang berbeda.   
8. Justru dengan independennya unit kerja yang satu dengan unit kerja 
yang lain, dikhawatirkan keberhasilan yang satu dihancurkan oleh 
keberhasilan yang lain.   
9. Kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain yang berbeda 
dilaksanakan di lokasi yang sama.   
Mengacu pada uraian di atas, koordinasi pemerintahan apabila 
dikaitkan dengan ruang lingkupnya, meliputi :  
a. Bagaimana dapat menjamin kepaduan dalam tujuan dan bekerjanya 
semua aparatur pemerintahan yang ada dalam hidup bersama.  
Dimana untuk setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri 
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yang dapat memperlancar pekerjaan, serasi dan kuat di mana 
lingkungan kepentingan – kepentingan yang harus menjadi pusat 
perhatian penguasa senantiasa bertambah luas.   
b. Bagaimana usaha yang dapat dijalankan agar dapat diperoleh hasil 
yang sebanyak – banyaknya dengan biaya yang seminimal mungkin.   
c. Bagaimana usaha untuk mencegah jangan sampai para ahli terlalu 
jauh terpisah dari para warga masyarakat lainnya dalam menjalani 
hidup dalam negara.    
Koordinasi pemerintahan sangat diperlukan di lapangan pemerintahan.  
Kebutuhan akan koordinasi timbul apabila keputusan – keputusan dari 
berbagai departemen berkaitan dengan kelompok atau daerah yang sama 
(Hoogerwerf, 1983:528).   
Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah dalam praktiknya 
dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian disempurnakan 
dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 yang memiliki peranan yang 
penting dalam pelaksanaan koordinasi Pemerintahan Daerah adalah 
Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah mempunyai kedudukan, tugas dan 
fungsi dalam pengkoordinasian antar Perangkat Daerah, yang meliputi dinas-
dinas Daerah, unit pelaksana teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 
Sebagai pedoman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 
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2004 (UU No 12 tahun 2008), pemerintah telah mengeluarkan beberapa 
aturan pokok sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 
Perangkat Daerah. Tetapi penyusunan organisasi Perangkat Daerah 
diserahkan pada masing-masing Daerah disesuaikan dengan kebutuhan 
Daerahnya.  
2.2.3. Aspek – Aspek Koordinasi 
E. Koswara, berpendapat ada beberapa aspek koordinasi yang perlu 
diperhatikan guna mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan 
pembangunan, antara lain :  
1. Aspek Fungsional 
Yang dimaksud dengan koordinasi fungsional disini adalah bahwa 
kegiatan pelaksanaan koordinasi harus terdapat ikatan dan 
keterpaduan secara fungsional antara instansi vertikal dan dinas – 
dinas daerah, antara instansi yang satu dengan yang lain, harus ada 
keterkaitan dan keterpaduan antara program sektoral dan program 
daerah, antara program yang satu dengan peogram yang lain, 
demikian pula harus terdapat keterkaitan dan keterpaduan secara 
fungsional antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain.   
2. Aspek Formal 
Di dalam aspek formal dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan 
koordinasi yang efektif dituntut adanya keterkaitan dan konsistensi 
antara pengaturan yang satu dengan yang lain.  Pengaturan dan 
ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi daerah harus 
terkait dan konsisten dengan pengaturan yang dikeluarkan oleh 
pusat, demikian pula yang diterbitkan oleh instansi yang satu dengan 
instansi yang lain.   
3. Aspek Struktural 
Aspek struktural dalam organisasi diartikan bahwa di dalam setiap 
bentuk penegasan oleh suatu instansi hendaknya terdapat kaitan 
dan konsistensi penegasan dengan instansi lain.   
4. Aspek Material  
Aspek material dalam koordinasi dimaksudkan bahwa program / 
proyek yang bersifat lintas sektoral dalam usaha mencapai sasaran 
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atau mengatasi masalah yang dihadapi supaya terdapat keterkaitan, 
saling tergantung dan saling menunjang, demikian pula halnya 
antara program / proyek sektoral dan regional / daerah.    
5. Aspek Operasional 
Aspek fungsional dimaksudkan bahwa dalam menentukan langkah – 
langkah pelaksanaan kegiatan, baik menyangkut waktu, kebutuhan 
material lokasi dan lain sebagainya, bagaimanapun juga harus 
terdapat kaitan dan keterpaduan sehingga tidak terdapat duplikasi 
dan saling menghambat dalam pelaksanaannya.   
 
Aspek – aspek operasional di atas harus dipertimbangkan dalam 
menentukan langkah – langkah dan pendekatan guna merumuskan pola 
mekanisme koordinasi sebagai suatu SOP (standart of operation) ytang 
harus menjadi komitmen bagi siapan pun yang berkepentingan.  Guna 
mencapai efektivitas dalam organisasi pemerintahan, Forland (1967:394) 
mengemukakan ada 4 (empat) faktor penentu, yaitu :  
a. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas 
b. Pengawasan dan pengamatan yang seksama 
c. Fasilitas – fasilitas yang efektif 
d. Menggunakan kemampuan / kualitas pemimpin  
 
2.3. Good Governance Dalam Perencanaan Pembangunan  
2.3.1. Pengertian Good Governance 
Pengertian “governance” amat beragam.  Pada dasarnya diartikan 
sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antara pemerintah 
dengan masyarakat.  Sedangkan “governing” berarti semua kegiatan sosial, 
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ekonomi, politik, dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk 
mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, atau mengelola masyarakat.   
Dalam bahasa Indonesia kata governance telah diterjemahkan dalam 
tiga bentuk yaitu governance sebagai kepemimpinan, pengelolaan, dan 
pemeliharaan. Mengingat istilah governance dapat digunakan dalam 
beberapa konteks tertentu maka istilah pengelolaan dan pemeliharaan 
tampaknya lebih dimungkinkan atau diminati oleh teoritisi ilmu pemerintahan 
dan administrasi negara. Governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku 
yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas 
negara atau pemerintah dan masyarakat atau non pemerintah. Masyarakat 
ini selanjutnya dapat dibagi lagi menjadi swasta dan rakyat. Unsur-unsur 
masyarakat ini dapat terdiri dari organisasi politik, LSM, organisasi profesi, 
dunia usaha / swasta, koperasi, individu bahkan lembaga-lembaga 
internasional. 
Menurut World Bank, kata governance diartikan sebagai “the way state 
power is used in managing economic and social resources for development 
society”.  Dari pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa “governance” 
adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk 
mengelola sumberdaya – sumberdaya ekonomi dan sosial guna 
pembangunan masyarakat.   
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Berdasarkan definisi terakhir ini, governance mempunyai tiga kaki 
(three legs), yaitu :  
a. Political governance meliputi proses pembuatan keputusan untuk 
formulasi kebijakan publik.   
b.  Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan 
untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi di 
antara penyelenggara ekonomi.   
c. Administrative governance berisi implementasi proses kebijakan 
yang telah diputuskan oleh institusi politik (LAN&BPKP,2000:5)  
 
Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu 
state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia 
usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan 
fungsinya masing – masing.  Sektor pemerintah lebih banyak memainkan 
peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan.  Sektor 
swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di 
bidang ekonomi.  Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus 
subjek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta.   
Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian 
sebagai berikut.  Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau 
kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat 
dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan 
berkelanjutan dan keadilan sosial.  Kedua, aspek fungsional dari 
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk 
mencapai tujuan tersebut.   
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BAPPENAS melalui Tim Pengembangan Kebijakan nasional 
menyatakan bahwa istilah good governance atau tata kepemerintahan yang 
baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya 
suatu masyarakat madani. Selain sebagai suatu konsepsi tentang 
penyelenggaraan pemerintahan, tata kepemerintahan yang baik juga 
merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara 
pemerintah, dunia usaha atau swasta, dan masyarakat. 
Beberapa pendapat di atas, menunjukkan bahwa good governance 
merupakan penyelenggara tata kelola pemerintahan di mana terdapat 
hubungan sinergis dan konstruktif di antara pemerintah, swasta dan 
masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu.  Pemerintah berfungsi 
menciptakan lingkungan politk dan hukum yang kondusif.  Swasta berperan 
menciptakan pekerjaan dan pendapatan.  Masyarakat berperan dalam 
interaksi sosial, ekonomi, politik, termasuk mengajak kelompok dalam 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.   
 
2.3.2. Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Fungsi Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah  
Gambir Bhata (1996) mengungkapkan bahwa unsur – unsur utama 
governance, yaitu : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan 
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hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak – hak asasi 
manusia.   
Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata 
pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, 
dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip 
yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good 
governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi 
Masyarakat 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.  
Transparansi atau keterbukaan dapat dilihat pada tiga aspek yakni: 
adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan, adanya akses 
informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan 
pemerintah, dan berlakunya prinsip chek and balance antar lembaga 
eksekutif dan legislatif.  
Tujuan transparansi ini membangun rasa saling percaya antara 
pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi 
akurat bagi publik yang membutuhkannya.  Terutama informasi yang andal 
berkaitan dengan masalah – masalah hukum, peraturan, dan hasil – hasil 
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yang dicapai dalam proses pemerintahan, terutama pembangunan, yang 
dimulai dengan suatu perencanaan.  Adanya mekanisme yang 
memungkinkan masyarakat untuk mengakases informasi – informasi yang 
relevan, adanya peraturan yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah 
daerah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, serta 
menumbuhkan budaya di tengah – tengah masyarakat untuk mengkritisi 
kebijakan yang dihasilkan oleh pemda.  
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, salah satu prinsip 
good governance yang sangat berpengaruh adalah prinsip transparansi atau 
keterbukaan.  Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip utama 
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang sesuai dengan UU No 
32 Tahun 2004 (sekarang UU No 12 tahun 2008), dimana daerah mempunyai 
kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan 
masyarakat secara transparan, terutama dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah.   
Prinsip transparanasi pemerintahan paling tidak dapat di ukur melalui 
sejumlah indikator sebagai berikut: 
a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan 
mudah di pahami dari semua proses – proses penyelenggaraan 
pemerintahan.   
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b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan – pertanyaan 
publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun 
proses – proses di dalam sektor publik.  
c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan.   
Transparansi pemerintahan dengan indikator yang disebutkan di atas 
memungkinkan tumbuhnya peran serta masyarakat.  Dengan adanya 
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat 
menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung.  Dengan 
demikian, pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan 
tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
 
Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian 
yang bertujuan menggambarkan lebih dalam tentang lokasi penelitian, seperti 
yang akan dibahas berikut ini.   
 
 
3.1. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Bone  
3.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Kabupaten Bone atau dikenal sebagai Bumi Arung Palakka adalah 
salah satu Daerah Otonom dari 23 kabupaten/ kota yang ada di Sulawesi 
Selatan dan terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berada 
antara 04º 13" -  05º 06"  Lintang selatan dan antara 119º 42" - 120º 306" 
Bujur Timur dan memiliki garis pantai yang cukup panjang yakni sekitar 138 
km. Kabupaten Bone beribukota Watampone yang berjarak ± 173 Km dari 
Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.   
Luas wilayah Kabupaten Bone ± 4.559 Km² atau 7,3 %  total  luas 
wilayah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Secara  administrasi  Pemerintah  
Kabupaten  Bone  terdiri  dari  27 Kecamatan,  331  Desa  dan 41  Kelurahan. 
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Wilayah Kabupaten Bone secara administratif berbatasan dengan Kabupaten 
Wajo dan Kabupaten Soppeng di sebelah  utara,  berbatasan  dengan  Teluk 
Bone di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabuapten Sinjai 
dan kabupaten Gowa dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 
Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.  
  
3.1.2. Topografis  
3.1.2.1. Ketinggian Tempat  
Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi 
mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan 
laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :  
 Ketinggian 0-25 meter seluas 81.925,2 Ha (17,97%)  
 Ketinggian 25-100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)  
 Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)  
 Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)  
 Ketinggian 750 meter keatas seluas 40.080 Ha (13,76%)  
 Ketinggian 1000 meter keatas seluas 6.900 Ha (1,52%)  
 
3.1.2.2. Kemiringan Lereng  
Keadaan permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang 
hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian Utara, 
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sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga 
curam, dengan rincian sebagai berikut :  
a. Kemiringan lereng 0 – 2 % (datar) : 164.602 Ha (36,1 %) 
b. Kemiringan lereng 0 – 15 %  
(landai & sedikit bergelombang)  : 91.519 Ha (20,097 %) 
c. Kemiringan lereng 15 – 40 %  
(bergelombang)    : 12.399. Ha (24,65 %) 
 
d. Kemiringan lereng >40 % (curam) : 12.399 Ha (24,65 %) 
 
3.1.2.3. Kedalaman Tanah  
Kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu :  
a.  0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44 %)  
b. 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50 %)  
c. 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76 %)  
d. Lebih besar dari 90 cm seluas 183.740 Ha (40,30 %)  
 
3.1.2.4. Iklim  
Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. 
Kelembaban udara berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur berkisar 
26
0
C – 43
0
C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang 
membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober – Maret bertiup Angin 
Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.  
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Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata 
<1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm. 
3.1.3. Batas Administrasi  
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur 
Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar, 
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :  
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng  
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa  
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone  
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan 
Barru.  
 
3.1.4. Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan  
Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang 
diperinci menjadi 331 (tiga ratus tiga puluh satu) desa dan 41 (empat puluh 
satu) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 1.083 (seribu delapan puluh 
tiga) dan lingkungan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu).     
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Tabel 3.1 
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BONE 
TAHUN 2010  
KODE  KECAMATAN DESA KELURAHAN DUSUN LINGKUNGAN  
WILAYAH 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
010 Bontocani 10 1 38 4 
020 Kahu 19 1 36 4 
030 Kajuara 17 1 54 3 
040 Salomekko 7 1 22 4 
050 Tonra 11 - 39 0 
060 Patimpeng  10 - 35 0 
070 Libureng 19 1 72 4 
080 Mare 17 1 48 2 
090 Sibulue 19 1 62 4 
100 Cina  11 1 40 5 
110 Barebbo 18 - 50 0 
120 Ponre 9 - 50 0 
130 Lappariaja 9 - 33 0 
140 Lamuru 11 1 32 2 
141 Tellulimpoe 11 - 27 0 
150 Bengo 9 - 29 0 
160 Ulaweng 14 1 47 2 
170 Palakka 15 - 45 0 
180 Awangpone 17 1 64 4 
190 Tellu Siattinge 15 2 66 10 
200 Amali 15 - 46 0 
210 Ajangale  12 2 39 7 
220 Dua Boccoe 21 1 65 2 
230 Cenrana 15 1 44 3 
710 T.R. Barat - 8 0 36 
720 Tanete Riattang  - 8 0 33 
730 T.R. Timur  - 8 0 34 
  JUMLAH  331 41 1.083 163 
Sumber : Data Sekunder.  BPS Kabupaten Bone.  
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3.1.5. Kondisi Demografis 
3.1.5.1. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2009 sebanyak 711.748 
jiwa, kemudian naik menjadi 717.682 pada tahun 2010 yang terdiri dari laki-
laki 3441.614 jiwa dan perempuan 376.068 jiwa dengan rasio jenis kelamin 
90,84. Ini berarti bahwa dalam seratus penduduk perempuan terdapat 91 
penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2010 
rata-rata 157 jiwa/km
2
.   
Tabel 3.2 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 
Kabupaten Bone Tahun 2010 
Kelompok 
Umur  Laki – Laki Perempuan Jumlah 
(1) (2) (3) (4) 
0 – 4  33.866 31.904 65.770 
 5 – 9 38.880 36.641 75.521 
 10 – 14  38.280 36.474 74.754 
 15 – 19  31.277 30.937 62.214 
 20 – 24  24.586 27.432 52.018 
 25 – 29 24.854 28.293 53.147 
 30 – 34 24.518 27.946 52.464 
 35 – 39 25.272 28.042 53.314 
 40 – 44 21.862 25.247 47.109 
 45 – 49 17.603 21.780 39.383 
 50 – 54 16.373 20.367 36.740 
 55 – 59  12.933 15.891 28.824 
 60 – 65  11.515 15.028 26.543 
 65 + 19.795 30.086 49.881 
Jumlah 341.614 376.068 717.682 
Sumber: Data Sekunder. BPS Kabupaten Bone 
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3.1.5.2. Agama  
Penduduk Kabupaten Bone mayoritas beragama islam.  Namun, 
kerukunan dan peran serta ummat beragama dalam pembangunan semakin 
memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup membaik.  
Tabel 3.3 
Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Menurut Agama 
Tahun 2010 
 
No Agama Jumlah  
(1) (2) (3) 
1 Islam  712.872 
2 Kristen  2.980 
3 Katholik  669 
4 Hindu  596 
5 Budha  565 
 Jumlah  717.682 
Sumber: Data Sekunder. BPS Kabupaten Bone 
Dalam menjalankan ajaran agama masing-masing tentunya harus 
ditunjang dengan adanya sarana peribadatan seperti mesjid, mushalla, 
gereja, dsb.  
Tabel 3.4 
Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Bone 
Tahun 2010 
 
No Sarana Ibadah Jumlah 
(1) (2) (3) 
1 Masjid  1.033 
2 Mushola  133 
3 Gereja  1 
4 Pura  1 
 Jumlah  1.168 
Sumber: Data Sekunder. BPS Kabupaten Bone   
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3.2. Kondisi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
3.2.1. Visi dan Misi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone  
Bappeda Kabupaten Bone dibentuk pada tanggal 15 Desember 1982 
berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1982 dan telah disempurnakan 
lagi melalui Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2002 tentang pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.   
Pada Tahun 2008 Bappeda berubah menjadi Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 
tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Bone.  Perubahan ini dilakukan setelah diterbitkannya PP No 41 
Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.  Berdasarkan peraturan 
tersebut pada Bagian Ketiga Tentang Perumpunan Urusan Pemerintahan, 
Pasal 22 Ayat 5 dijelaskan bahwa :   
“Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, 
inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari:   
a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; 
b. bidang penelitian dan pengembangan; 
c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 
d. bidang lingkungan hidup; 
e. bidang ketahanan pangan; 
f. bidang penanaman modal; 
g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; 
h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 
i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 
j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 
k. bidang pengawasan; dan 
l. bidang pelayanan kesehatan. 
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Perumpunan dimaksud adalah penanganan urusan pemerintahan 
yang terdiri dari urusan wajib dan fungsi pendukung yang dapat digabung 
dalam satu perangkat daerah berbentuk badan dan/atau kantor, misalnya 
urusan perencanaan pembangunan digabung dengan urusan penelitian dan 
pengembangan.  Sehingga, Bappeda Kabupaten Bone berubah nama 
menjadi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.   
Sebagai aparatur yang melaksanakan perencanaan pembangunan, 
selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan 
pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. 
Keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bone sangat ditentukan oleh 
kinerja Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, karena perencanaan 
merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan 
pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone yang efektif dan efisien di masa depan, banyak ditentukan 
oleh kemampuannya dalam manajemen perencanaan. Ini berarti bahwa 
perencanaan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah, 
memerlukan manajemen yang mampu menjamin terciptanya dokumen-
dokumen dan produk perencanaan yang valid dan dapat dipercaya.  
Manajemen perencanaan adalah perumusan visi organisasi, agar 
setiap aparat didalamnya memahamai arah dan tujuan yang akan dicapai 
bersama. Pernyataan visi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone akan dapat 
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membantu setiap  pejabat dan –pegawai untuk dapat menilai kinerja masa 
lalu, dan mengidentifikasikan berbagai langkah penting untuk dilakukan 
dimasa depan. Visi diharapkan akan membangkitkan motivasi kerja secara 
kolektif, karena setiap orang didalam organisasi akan memahami tujuan 
untuk lima tahun yang akan datang.  
Berdasarkan uraian diatas, berikut ini dirumuskan Visi Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone untuk lima tahun kedepan (2008 – 2013) sebagai 
berikut : “Terwujudnya Bappeda dan Statistik sebagai lembaga 
perencana pembangunan daerah yang profesional, responsif dan 
akuntabel yang berbasis data yang akurat”.   
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi 
harus mempunyai misi yang jelas. Pernyataan misi mengidentifikasikan apa, 
dan untuk siapa organisasi, serta produk maupun jasa apa yang akan 
dihasilkan. 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Statistik serta 
agenda pembangunan daerah, maka dirumuskan Misi BAPPEDA DAN 
STATISTIK sebagai berikut : 
1. Mengembangkan system penyusunan dokumen-dokumen rencana 
pembangunan secara terintegrasi dan realistis. 
2. Mengembangkan system perencanaan terkoordinasi antara 
lembaga pemerintah dan non pemerintah. 
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3. Mendayagunakan potensi daerah dan sumberdata alam, melalui 
pendekatan kewilayahan dan pemanfaatan system informasi yang 
optimal. 
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi perencanaan 
pembangunan daerah. 
5. Peningkatan kemampuan kelembagaan perencanaan 
pembangunan daerah, melalui pengembangan manajemen 
perencanaan. 
3.2.2. Struktur Organisasi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone  
Dibentuknya Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone merupakan suatu 
rangkaian organisasi pemerintahan, yang merupakan suatu organisasi 
dengan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, mempunyai sistem 
kerja dan mempunyai tujuan yaitu terlaksananya pembangunan sesuai 
dengan yang diharapkan sebelumnya.  
Organisasi merupakan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata 
hubungan kerja antara kelompok orang – orang pemegang posisi yang 
bekerjasama secara teratur dan bersama – sama untuk mencapai tujuan 
tertentu.  Oleh sebab itu perlunya struktur organisasi di dalam suatu 
organisasi adalah untuk memberikan dilaksanakan serta wewenang dan 
tanggungjawab.   
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Adapun susunan Organisasi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone sebagai berikut:   
a. Kepala   
b. Sekretaris, yang terdiri dari : 
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 
2. Sub Bagian Kepegawaian 
3. Sub Bagian Keuangan 
c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, terdiri dari :  
1. Sub Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan 
Perhubungan 
2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup 
d. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari : 
1. Sub Bidang Perdagangan Industri, Pertambangan, Koperasi 
dan UKM 
2. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan  
e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, terdiri dari : 
1. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemerintahan dan Olahraga 
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2. Sub Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan 
Sosial  
f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :  
1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 
Kabupaten  
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBN 
dan APBD Provinsi 
g. Bidang Perencanaan dan Penganggaran Publik (Pembangunan), 
terdiri dari : 
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran  
2. Sub Bidang  Analisis Dokumen Anggaran  
h. Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Pelayanan Publik, terdiri 
dari : 
1. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 
2. Sub Bidang Pelayanan Publik 
i. Bidang Statistik, terdiri dari : 
1. Sub Bidang Data Sumber Daya Alam dan Sumber Daya 
Manusia  
2. Sub Bidang Data Ekonomi, Sarana dan Prasarana 
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Tabel 3.5 
Susunan Personil Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
Tahun 2011 
No Nama Gol./ Ruang Jabatan Pend. 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 H. Irwansyah, S.IP, M.Si IV / b Kepala Bappeda S2 
2 H. Kaharinuddin, S.Sos, M.Si IV / a Sekretaris S2 
3 Abdul Rahim, S.Sos, M.Si III / c Kasubag Umum dan Perlengkapan S2 
4 Chandra Mulia III / c Kasubag Kepegawaian SMA 
5 Drs. M.Nawir Palawa III / d Kasubag Keuangan  
6 Muh. Tang, S.Sos, M.Si IV / a Kabid Perencanaan Fisik &Prasarana S2 
7 Dra. Ratnawati AZ, M.Si III / d Kabid Perencanaan Ekonomi  
8 Hj. Samsidar, S.Pi, M.Si IV / a Kabid Perencanaan Sosial Budaya S2 
9 Drs. A.Zainal S, M.Si IV / a Kabid Pengendalian dan Evaluasi S2 
10 Muhammad Zuhdi,S.STP,M.Si III / d Kabid Perencanaan & Penganggaran Publik (Pembangunan) S2 
11 Tahir M, S.Pd III / d Kabid Perencanaan Kelembagaab & Penganggaran Publik S1 
12 Drs. Ibrahim CS IV / a Kabid Statistik S1 
13 Misryati Kadir, S.Pi, M.Si  
Kasubid Bina Marga, SDAir, Cipta Karya & 
Perhubungan S2 
14 Ir. Syarifuddin III / d Kasubid Tata Ruang, SDA, dan Lingkungan Hidup S1 
15 Rusli, S.KM, M.Si III / c Kasubid Perdagangan, Industri, Pertambangan, Koperasi&UKM S2 
16 Andi Hidayat, S.T III / d Kasubid Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan S1 
17 Sudirman, S.Pd III / d Kasubid Pend., Kebudayaan, Pariwisata, Pemerintahan&Olahraga S1 
18 Adriani, SH III / b Kasubid Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosil S1 
19 Muhammad Pon, M III / d Kasubid Peng.dan Evaluasi APBD Kabupaten SMA 
20 Andi Agus AM, S.Sos III / d Kasubid Peng.dan Evaluasi Pelaksanaan APBN dan APBD Provinsi S1 
21 Arham, S.T, M.Si III / b  Kasubid Penyusunan Anggaran S2 
22 H.Syamsul Bahri, S.Sos III / c Kasubid Analisis Dokumen Anggaran S1 
23 
 
Dra. A.Sitti Normah, M.Si 
 
IV / a 
 
Kasubid Kelembagaan Pemerintah Dan Masy.  
 
S2 
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Sumber : Data Sekunder. Bappeda Kabupaten Bone 
 
 
(1) (2) (3) (4) (5) 
24 Hj. Nur Zulaeha D, S.E, M.TP IV / a Kasubid Pelayanan Publik S1 
25 A. Misbaniar A.Adam, S.Sos III / d Kasubid Data SDA dan SDM S1 
26 A. Tenri Ampa, S.Sos III / b Kasubid Data Ekonomi, Sarana dan Prasarana SMA 
27 A. Hendra Setiawan, S.Pt III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
28 Yulianto, H.A.T, S.Si III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
29 A. Tenri S. Burhanuddin, SP III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
30 Irwan, S.E III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
31 Ridwan, S.E III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
32 Kemal Abdullah Saud, S.E III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
33 Darmawan Aziz, S.Si III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
34 Wiwiek Fauziah Mullar, S.E III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
35 Andi Hermin Haidar, S.Sos III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
36 Hasrullah Halik, S.Si III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
37 A.Mattalatta, S.E III / a Staff Bappeda & Statistik S1 
38 Junaidah, S.Sos II / d Staff Bappeda & Statistik S1 
39 St. Hafasah, S.Pd II / c Staff Bappeda & Statistik S1 
40 Muh. Arsyad, S.Sos II / c Staff Bappeda & Statistik S1 
41 Andi Aidil Sulkarnain II / b Staff Bappeda & Statistik SMA 
42 Aschar Idrus, S.sos II / b Staff Bappeda & Statistik S1 
43 Nur Insana Idrus, S.Sos II / b Staff Bappeda & Statistik S1 
44 Ramlan II / b Staff Bappeda & Statistik SMA 
45 Muh. Mustakim, S.Sos II / a Staff Bappeda & Statistik S1 
46 A.Ashari S, S.Sos II / a Staff Bappeda & Statistik S1 
47 A.Andry Pratama, S.H II / a Staff Bappeda & Statistik S1 
48 Sumarni A. Amir Pallampa II / a Staff Bappeda & Statistik SMA 
49 Darmawati II / a Staff Bappeda & Statistik SMA 
50 Jumiati, S.Sos II / a Staff Bappeda & Statistik S1 
51 Muh. Nur Fajar, A.Md II / a Staff Bappeda & Statistik D3 
52 Muliadi I / c Staff Bappeda & Statistik SMP 
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Selain itu, Bappeda dan Statistik mempunyai beberapa tenaga honorer / 
sukarela, dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang dengan tingkat 
pendidikan yang cukup baik.  
Tabel 3.6 
Susunan Personil Bappeda dan Statistik Berdasarkan  
Tenaga Kontrak / Sukarela Kabupaten Bone 
Tahun 2011 
Sumber : Data Sekunder, Bappeda Kabupaten Bone 
 
Berikut adalah bagan struktural Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone.  
 
 
 
 
 
No Nama Pendidikan  
(1) (2) (3) 
1 Askar Asdam, S.Sos Sarjana (S1) 
2 Andri SMP 
3 Astini SMA 
4 Andi Azrul Azwar A SMA 
5 Asnaeni  SMA 
6 M. Awaluddin A, S.Sos Sarjana (S1) 
7 Irwan, SE Sarjana (S1) 
8 Kusmiran, ST Sarjana (S1) 
9 Ryo Pratama SMA 
10 Winda Ary Astuti SMA 
11 Villy Moariana SMA 
12 Febyasti Lita Lestari, SE Sarjana (S1) 
13 Yuyun Anggara SMA 
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3.2.3. Tugas dan Fungsi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik untuk provinsi 
maupun kabupaten adalah Badan Staff yang langsung berada dibawah 
Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah tersebut, 
didalam menentukan kebijaksanaan perencanaan pembangunan serta 
memberikan penilaian atas pelaksanaannya.  
Adapun yang menjadi tugas dan fungsi masing – masing personil yang 
menduduki jabatan pada Kantor Bappeda Kabupaten Bone adalah sebagai 
berikut :  
1. Kepala Bappeda dan Statistik 
Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam lingkup perencanaan pembangunan 
daerah.  
2. Sekretaris  
Sekretaris Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone bertugas membantu 
kepala badan dalam memberikan pelayanan administrasi 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan / kerumahtanggaan kepada 
seluruh satuan organisasi dalam lingkup Bappeda dan statistik.  Untuk 
itu, sekretaris berfungsi :  
a. Pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan, 
kepegawaian, perlengkapan / kerumahtanggaan dan keuangan.  
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b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan 
di bidang perencanaan pembangunan.  
c. Mengkoordinasikan pengadministrasian berbagai inventaris kantor 
berupa benda bergerak dan tidak bergerak.  
d. Mengkoordinasikan fungsi – fungsi penatausahaan, kepegawaian, 
perlengkapan keuangan, kerumahtanggaan Bappeda dan Statistik 
serta fungsi – fungsi lainnya.   
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.    
3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 
Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan 
dan kerumahtanggan yaitu mempersiapkan dan menyusun rencana 
kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta pengelolaan 
administrasi. 
4. Sub Bagian Kepegawaian 
Mempunyai tugas yaitu mempersiapkan dan menyusun kenaikan 
pangkat, gaji berkala dan yang ada hubungannnya dengan 
kepegawaian dilingkungan Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.   
5. Sub Bagian Keuangan  
Mempunyai tugas yaitu mempersiapkan, dan menyusun rencana 
anggaran belanja tidak langsung Bappeda dan Statistik setiap tahun 
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anggaran serta pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan 
pengeluaran.    
6. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana 
Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan 
pembangunan bina marga, sumberdaya air, cipta karya, perhubungan, 
tata ruang, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.  Untuk itu, bidang 
ini berfungsi :  
a. Melaksanakan invetarisasi data di bidang perencanaan fisik dan 
prasarana dan merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan 
pemecahannya.   
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di 
bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perhubungan, 
tata ruang, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup yang disusun 
oleh SKPD dan satuan organisasi lain dalam lingkup pemerintah 
daerah yang ada di Kabupaten Bone.   
c. Melaksanakan dan mengkoorsinasikan penyusunan program 
kegiatan di bidang perencanaan fisik dan prasarana.  
d. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bina marga, 
sumber daya aiar, cipta karya, perhubungan, tata ruang, sumber 
daya alam dan lingkungan hidup.   
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e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan.  
Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana membawahi dua sub 
bidang, yaitu Sub Bidang Bina Marga, Sumberdaya Air, Cipta Karya, 
Perhubungan dan Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup, yang masing – masing mempunyai tugas :  
a. Masing – masing sub bidang melaksanakan inventarisasi data 
yang berkaitan dengan Bidang Bina Marga, Sumber Daya air, 
Cipta Karya, Perhubungan, Tata Ruang, SDA dan Lingkungan 
Hidup.   
b. Masing – masing sub bidang melakukan analisis data untuk 
mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan rencana 
program pembangunan bidang fisik dan prasarana. 
c. Masing – masing sub bidang menyusun rencana program dan 
kegiatan pembangunan bidang fisik dan prasarana. 
d. Masing – masing sub bidang melaksanakan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang fisik dan 
prasarana. 
e. Masing – masing sub bidang melakukan koordinasi 
perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang 
diusulkan oleh SKPD terkait.   
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f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
7. Bidang Perencanaan Ekonomi 
Kepala Bidang perencanaan ekonomi mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan 
pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, koperasi dan 
UKM, penanaman modal/investasi, pertanian, (tanaman pangan, 
peternakan dan perkebunan), kehutanan, perikanan dan kelautan.   
Untuk itu, bidang ini berfungsi :  
a. Melaksanakan invetarisasi data di bidang perencanaan ekonomi  
serta merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan 
pemecahannya.   
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan 
perdagangan, industri, pertambangan, koperasi dan UKM, 
penanaman modal/investasi, pertanian, (tanaman pangan, 
peternakan dan perkebunan), kehutanan, perikanan dan kelautan 
yang disusun oleh SKPD dan satuan organisasi lain dalam lingkup 
pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bone.   
c. Melaksanakan dan mengkoorsinasikan penyusunan program 
kegiatan di bidang perencanaan ekonomi.   
d. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan 
pertambangan, koperasi dan UKM, penanaman modal/investasi, 
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pertanian, (tanaman pangan, peternakan dan perkebunan), 
kehutanan, perikanan dan kelautan.  
e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan.  
Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi dua sub bidang, yaitu Sub 
Bidang Perdagangan, Industri, Pertambangan, Koperasi dan UKM, 
serta Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, yang masing – 
masing mempunyai tugas : 
a. Masing – masing sub bidang melaksanakan inventarisasi data 
yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan, Industri, 
Pertambangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan dan 
Kelautan. 
b. Masing – masing sub bidang melakukan analisis data untuk 
mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan rencana 
program pembangunan di bidang ekonomi.  
c. Masing – masing sub bidang  menyusun rencana program dan 
kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.   
d. Masing – masing sub bidang melaksanakan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan program  dan kegiatan pembangunan 
dibidang ekonomi.   
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e. Masing – masing sub bidang melakukan koordinasi 
perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang 
diusulkan oleh SKPD terkait.   
f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
8. Bidang Perencanaan Sosial Budaya  
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan 
pembangunan, dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, 
olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.  
Untuk itu, bidang ini berfungsi :  
a. Melaksanakan invetarisasi data di bidang perencanaan sosial 
budaya  serta merumuskan langkah – langkah kebijaksanaan 
pemecahannya.   
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan 
dibidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, 
tenaga kerja dan kesejahteraan sosial yang disusun oleh SKPD 
dan satuan organisasi lain dalam lingkup pemerintah daerah yang 
ada di Kabupaten Bone.   
c. Melaksanakan dan mengkoorsinasikan penyusunan program 
kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya.     
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d. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang 
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, kesehatan, tenaga 
kerja dan kesejahteraan sosial. 
e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan.  
Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi dua sub bidang yaitu, Sub 
Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemerintahan, Olahraga 
dan Sub Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial 
yang masing – masing mempunyai tugas : 
a. Masing – masing sub bidang  melaksanakan inventarisasi data 
di Bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, 
kesehatan, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial. 
b. Masing – masing sub bidang melakukan analisis data untuk 
mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan rencana 
program pembangunan dibidang sosial dan budaya.   
c. Masing – masing sub bidang menyusun rencana program dan 
kegiatan pembangunan di bidang sosial dan budaya.  
d. Masing – masing sub bidang melaksanakan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan program pembangunan dibidang sosial 
dan budaya. 
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e. Masing – masing sub bidang melakukan koordinasi 
perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang 
diusulkan oleh SKPD terkait.   
f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
9. Bidang Pengendalian dan Evaluasi  
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas 
pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang sumber 
dananya dari APBD kabupaten, APBD propinsi dan APBN / PLN 
(Pinjaman Luar Negeri).   
Untuk itu, bidang ini berfungsi :  
a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan SKPD.  
b. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan SKPD.  
c. Mengolah data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan SKPD.  
d. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi.  
e. Menyusun laporan pembangunan di daerah, dan 
mengkoordinasikan penyusunan laporan mengenai pelaksanaan 
pembangunan daerah.  
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.     
Bidang Pengendalian dan Evalusi membawahi dua sub bidang, yaitu, 
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 
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Kabupaten dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
APBN dan APBD Propinsi yang masing – masing mempunyai tugas :  
a. Melaksanakan inventarisasi perkembangan pelaksanaan program 
dan kegiatan pembangunan yang sumber dananya dari APBD 
Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN 
b. Untuk Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 
Kabupaten hanya melakukan analisis laporan pelaksanaan 
program dan kegiatan dari SKPD yang sumber dananya dari APBD 
Kabupaten sedangkan untuk Sub Bidang Pengendalian Evaluasi 
Pelaksanaan APBD Propinsi dan APBN melakukan analisis dan 
penelitian terkait laporan pelaksanaan kegiatan yang sumber 
dananya dari APBD Propinsi dan APBN.    
c. Melakukan koordinasi dengan sekretariat dan bidang pada 
Bappeda dan Statistik dalam hal pelaksanaan program dan 
kegiatan pembangunan.    
d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan.    
e. Melaksanakan rapat bulan dan atau triwulan.   
f. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan.    
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.   
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10. Bidang Perencanaan dan Penganggaran Publik (Pembangunan) 
Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Publik 
(Pembangunan) mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan 
kegiatan perencanaan dan penganggaran publik (pembangunan), 
pembiayaan pembangunan, dan pengembangan pembangunan 
daerah.  Untuk itu, bidang ini berfungsi: 
a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran 
pembangunan daerah.  
b. Melaksanakan kegiatan kerjasama lintas SKPD dalam bidang 
perencanaan dan penganggaran pembangunan.   
c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan 
kegiatan pembangunan di Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.   
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.   
Bidang Perencanaan dan Penganggaran Publik (Pembangunan) 
membawahi dua sub bidang, yaitu Sub Bidang Penyusunan Anggaran, 
yang mempunyai tugas :  
a. Menyiapkan rancangan awal perencanaan dan penganggaran 
pembangunan.  
b. Penyusunan rancangan perencanaan dan penganggaran 
pembangunan.  
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c. Menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan 
Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi.   
d. Melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran yang 
diusulkan oleh SKPD setiap tahun anggaran.   
e. Menyusun rancangan akhir perencanaan dan penganggaran 
pembangunan.   
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.   
Selanjutnya, Sub Bidang Analisis Dokumen Anggaran, yang 
mempunyai tugas :  
a. Melakukan rencana kegiatan penyusunan dokumen anggaran 
setiap tahun anggaran.  
b. Mengkoordinasikan dan memadukan dokumen anggaran DPA 
SKPD dengan APBD Kabupaten.  
c. Melaksanakan analisis atau penelitian DPA SKPD berhubungan 
dengan program dan kegiatan.   
d. Melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan dokumen 
anggaran.   
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.   
11. Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Pelayanan Publik  
Kepala Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Pelayanan Publik 
mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan 
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kelembagaan pemerintahan, masyarakat dan pelayanan publik.  Untuk 
itu, bidang ini berfungsi :  
a. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang perencanaan 
kelembagaan dan pelayanan publik.  
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan 
dibidang kelembagaan dan pelayanan publik.  
c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan 
tahunan di bidang perencanaan kelembagaan dan pelayanan 
publik.  
d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.   
Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Pelayanan Publik membawahi 
dua bidang, yaitu Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah dan 
Masyarakat yang mempunyai tugas, :  
a. Melakukan inventarisasi data untuk bahan penyusunan rencana 
program dan kegiatan pembangunan kelembagaan pemerintah dan 
masyarakat.  
b. Melakukan identifikasi permasalahan perencanaan kelembagaan 
pemerintah dan masyarakat serta merumuskan langkah 
pemecahannya.   
c. Melaksanakan analisis data sebagai laporan pembangunan yang 
berkembang dengan kelembagaan pemerintah dan masyarakat.   
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d. Melakukan koordinasi perencanaan program dan kegiatan tahunan 
yang diusulkan oleh SKPD terkait dengan kelembagaan 
pemerintah dan masyarakat.   
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
Selanjutnya, Sub Bidang Pelayanan Publik yang mempunyai tugas : 
a. Melakukan inventarisasi data untuk bahan penyusunan rencana 
program dan kegiatan pembangunan yang relevan dengan 
pelayanan publik.   
b. Melakukan identifikasi permasalahan perencanaan pelayanan 
publik serta merumuskan langkah pemecahannya.  
c. Melakukan koordinasi perencanaan program tahunan yang 
diusulkan oleh SKPD terkait dengan pelayanan publik.   
d. Menyusun laporan pembangunan mengenai pelayanan publik.   
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
12. Bidang Statistik 
Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan pendataan 
tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, sarana 
dan prasarana.  Untuk itu, bidang ini mempunyai fungsi :  
a. Mengumpulkan dan menyusun data base Kabupaten Bone.  
b. Menyajikan data statistik, dokumentasi dan publikasi Kabupaten 
Bone.  
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c. Melakukan rekapitulasi dan mempublikasikan laporan hasil 
pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya alam, sumber 
daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana.  
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  
Bidang Statistik membawahi dua sub bidang, yaitu Sub Bidang Data 
Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Data 
Ekonomi, Sarana dan Prasarana yang masing – masing mempunyai 
tugas :  
a. Melakukan koordinasi dan menghimpun data dari SKPD tentang 
Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sarana dan 
Prasarana.   
b. Melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi hasil 
pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah.   
c. Melakukan koordinasi dengan sekretariat dan Bidang Bappeda dan 
Statistik.   
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.     
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang meliputi 
pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, pelaksanaan prinsip transparansi 
dan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi perencanaan 
pembangunan daerah dengan urutan sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dengan indikator sebagai berikut :  
a. Pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan 
b. Pemberian informasi dan laporan  
c. Kesepakatan dan komitmen 
d. Hubungan kerja Bappeda dan Statistik dengan instansi / dinas 
terkait  
2. Pelaksanaan prinsip transparansi dengan indikator sebagai berikut:  
a. Keterbukaan terhadap perencanaan baik rencana 
pembangunan, rencana kerja dan rencana anggaran.  
b. Adanya penyebaran informasi dalam kegiatan pembangunan 
daerah.   
3. Faktor – faktor yang berpengaruh, yang meliputi :  
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a. Faktor pendukung 
b. Faktor penghambat 
 
4.1. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 
Oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang bergerak 
timbal-balik. Disatu pihak, rencana pembangunan akan menunjukkan 
berbagai proyek yang harus dijalankan disuatu daerah dan ini selanjutnya 
menunjukkan tugas yang harus dipikul oleh pemerintah daerah dalam usaha 
untuk menciptakan pembangunan nasional. Tetapi dilain pihak, pemerintah 
daerah dapat pula menunjukkan kepada pemerintah pusat tentang proyek – 
proyek yang sebaiknya dilaksanakan di daerah tersebut.   
Sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan dalam proses 
perencanaan pembangunan, maka Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda Dan Statistik) Kabupaten Bone wajib menjalankan tugas 
dan fungsinya sesuai tata kerja yang telah di atur pada Peraturan Bupati 
Bone Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 
Sub Bidang Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.   
Sehubungan dengan itu baik dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas 
umum pemerintahan maupun dalam rangka menggerakkan dan 
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memperlancar pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan sampai 
pada tahap evaluasi, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, 
diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah timbulnya tumpang tindih, 
perbenturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.  Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemerintahan, koordinasi antar aparatur 
pemerintah harus dilakukan.    
Secara umum, koordinasi dalam pelaksanaan tugas – tugas 
pemerintahan pada hakekatnya merupakan upaya memadukan 
(mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan 
dan kegiatan yang saling berkaitan, beserta segenap gerak, langkah dan 
waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.  
Koordinasi perlu dilaksanakan mulai dari proses perumusan kebijakan, 
perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya. 
Salah satu tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
adalah melakukan koordinasi.  Dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
khususnya dalam pasal 3 huruf b yang berbunyi “Badan perencanaan 
pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: pengoordinasian penyusunan 
perencanaan pembangunan.   
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Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten 
Bone, Bappeda dan Statistik wajib untuk mengusahakan keterpaduan antara 
perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta perencanaan 
pembangunan antar daerah.   Jadi, sebelum proyek-proyek Pembangunan di 
berbagai daerah ditentukan, kegiatan perencanaan yang baik perlu 
mengadakan dialog diantara perencana pusat dan perencana daerah. 
Memang pada akhirnya keputusan dalam menentukan prioritas dari 
pelaksanaan proyek-proyek dan penentuan jenis proyek yang akan 
dijalankan diberbagai daerah terletak ditangan pemerintah pusat. Tetapi 
walaupun demikian, adanya partisipasi daerah akan banyak manfaatnya 
dalam mempertinggi efisiensi alokasi sumber-sumber daya ke berbagai 
daerah dalam mengusahakan alokasi yang adil ke berbagai daerah.  
Untuk menunjang kelancaran perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan secara terpadu, maka Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
mengadakan hubungan koordinasi dengan dinas – dinas, instansi terkait, dan 
badan atau lembaga lain yang ada di Kabupaten Bone.   
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dalam melakukan koordinasi 
dengan instansi pemerintahan / dinas terkait melakukan pendekatan dengan 
jalan melakukan tukar – menukar informasi dengan berbagai pihak agar 
dapat ditemukan titik keterpaduan program / proyek yang akan dilaksanakan.   
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Hubungan koordinasi ini dimaksudkan agar pelaksanaan 
pembangunan daerah dapat terarah dan terpadu, sehingga koordinasi antar 
unsur – unsur yang terlibat dalam pembangunan tersebut merupakan hal 
mutlak yang harus dilaksanakan.  Bilamana fungsi koordinasi dalam 
perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka program – 
program tersebut akan saling menunjang, sebaliknya bilamana tidak ada 
keterpaduan satu sama lainnya dari sejak tahap perencanaan sampai pada 
pelaksanaan, maka akibatnya pembangunan daerah tidak dapat berjalan 
dengan lancar sebagaimana diharapkan.   
Fungsi koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah 
pada dasarnya merupakan sinkronisasi terhadap program pembangunan dan 
merupakan suatu hal sangat penting dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui 
wawancara mendalam dengan beberapa informan terutama Kepala Bappeda 
dan Statistik dan Statistik Kabupaten Bone sebagai informan kunci. Hal ini 
disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Statistik dan Statistik Kabupaten 
Bone H. Irwansyah, S.IP, M.Si yang mengatakan :  
“fungsi koordinasi itu sebenarnya intinya adalah untuk melakukan 
sinkronisasi terhadap program pembangunan kegiatan, kemudian 
bagaimana kita menata pelaksanaan khususnya perencanaan 
pembangunan daerah dengan melibatkan semua stakeholder yang 
ada, kelompok kepentingan, para pemangku kepentingan yang sangat 
terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.  
Sehingga inilah pentingnya koordinasi dalam perencanaan 
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pembangunan, karena lebih awal kita mampu mengklasifikasikan apa 
yang menjadi problem dasar dari katakanlah pelaksanaan 
pembangunan daerah, apa yang menjadi kebutuhan hidup 
masyarakat, kemudian apa yang diharapkan oleh masyrakat dapat 
diwujudkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dengan 
mewujudkan harapan – harapan dan keinginan – keinginan dari bawah 
dalam hal ini adalah masyarakat”.  (Wawancara dengan Kepala 
Bappeda dan Statistik dan Statistik Kab. Bone hari senin, tanggal 12 
Maret 2012). 
 
Pentingnya fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan 
daerah merupakan suatu hal yang wajar. Sebab daerah kabupaten menjadi 
tempat pertemuan antara berbagai program dari berbagai sektor.  
Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari pembangunan yang 
dilakukan secara bottom – up yang mana perencanaan pembangunan 
dimulai dari bawah apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah, mekanisme koordinasi Pemerintahan Daerah dilakukan 
dengan :  
1. Koordinasi Perencanaan 
2. Koordinasi Pelaksanaan 
3. Koordinasi Pelaporan  
4. Koordinasi Pertanggungjawaban 
Terkait fungsi koordinasi Bappeda dan Statistik dengan beberapa 
instansi terkait, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone melakukan 
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mekanisme koordinasi dengan lebih awal menentukan atau menetapkan arah 
kebijakan makro, yang kemudian menjadi pedoman bagi seluruh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja.  Namun, 
sebelum masuk forum SKPD sebagai konsultasi publik ada namanya 
tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).  Disini 
seluruh SKPD harus mampu menyerap apa yang menjadi pilihan masyarakat, 
dengan sistem perencanaan yang partisipatif. Dari masalah itu, para SKPD 
memasukkan ke dalam draft Rencana Kerja (RENJA) kemudian mereka 
lakukan konsultasi publik yang dinamakan Forum SKPD.    
Sistem koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone dalam melaksanakan / menyelenggarakan rencana 
pembangunan terbagi atas 2 (dua) sistem yaitu :  
1. Koordinasi ke dalam (intern)  
Yang dimaksud dengan koordinasi ke dalam (intern) adalah, 
koordinasi yang dilakukan Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dengan 
bidang – bidang  yang berada dalam lingkungan Bappeda dan Statistik. 
Salah satu sistem / cara yang ditempuh adalah mengatur pembagian tugas 
pekerjaan (job description).   Pembagian tugas tersebut dilakukan agar tidak 
terjadi tumpang tindih (Overlapping) dalam prakteknya, sehingga berjalan 
dengan baik.   
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2. Koordinasi keluar (ekstern)  
Koordinasi keluar (ekstern) ini adalah koordinasi yang dilakukan oleh 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dengan instansi-instansi / dinas-dinas 
daerah yang ada di Kabupaten Bone. Yang dikoordinasikan disini terutama 
rencana pembangunan daerah Kabupaten Bone.   
Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone, beberapa kegiatan yang menyangkut upaya 
pelaksanaan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah di 
Kabupaten Bone dengan informan, Kepala dan Sekretaris Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone sebagai informan kunci, serta informan lainnya dari 
SKPD dan kecamatan yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan, Dinas PU dan SDA, dan Dinas Pendapatan Daerah, 
Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan 
Palakka, Kecamatan Ulaweng, dan Kecamatan Amali.   
SKPD yang dipilih merupakan SKPD yang dianggap dapat 
memberikan informasi mengenai pelaksanaan fungsi koordinasi dan sangat 
berhubungan langsung dengan Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone.  
Sedangkan, informan dari kecamatan dipilih berdasarkan posisi atau letak 
wilayahnya yang berada di wilayah perkotaan, pedesaan dan perbatasan 
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daerah dan dianggap dapat mewakili seluruh kecamatan yang ada di 
Kabupaten Bone.    
Berikut upaya pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone.   
 
4.1.1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan 
Pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan merupakan 
salah satu indikator penting dalam pelaksanaan fungsi koordinasi 
perencanaan pembangunan.  Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu 
pemahaman mengenai rencana pembangunan ke depan.  Selain itu rapat 
koordinasi ini bertujuan untuk menilai dan menampung masalah – masalah 
dalam pelaksanaan program / proyek yang berdasarkan masukan yang 
diterima dan dijadikan bahan yang dapat saling mengisi dan menunjang 
berbagai sektor pembangunan dalam suatu koordinasi perencana 
pembangunan, pelaksana dan pengawasan serta pengendalian 
pembangunan daerah.   
Rapat koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah 
merupakan suatu tahapan yang harus dilalui sebelum masuk ke tahap 
penyusunan arah dan kebijakan umum termasuk program / kegiatan 
pembangunan daerah.  Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone H.Irwansyah, S.IP, M.Si yang mengatakan :  
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“sistem / tahapan koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone adalah antara lain melalui rapat koordinasi 
antar kecamatan, kemudian menyusun tiap tahun mengenai arah dan 
kebijakan umum, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap 
perencanaan yang sudah dilakukan”. (Wawancara dengan Kepala 
Bappeda dan Statistik dan Statistik Kab. Bone hari senin, tanggal 12 
Maret 2012). 
 
Ada  6 program prioritas Kabupaten Bone pada tahun 2013, yaitu:   
1. Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah   
2. Program Stabilitas Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat   
3. Program Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah   
4. Program Peningkatan Infrastruktur Dasar  
5. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar  
6. Program Reformasi birokrasi dalam  Kerangka  Penciptaan 
Aparatur yang bersih dan berwibawa 
Sebelumnya, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone memiliki 
beberapa kewenangan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, 
yaitu :  
1. Bappeda dan Statistik memiliki kewenangan untuk 
mengkoordinasikan seluruh proses tahapan perencanaan 
pembangunan daerah dengan melakukan kegiatan – kegiatan yang 
terkait dengan koordinasi itu.  Misalnya, mengundang seluruh 
stakeholder yang ada, instansi terkait dengan mengadakan 
pertemuan – pertemuan.   
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2. Bappeda dan Statistik memiliki kewenangan dalam menyusun 
perencanaan secara makro yang dimulai dari tahapan RPJP, 
RPJMD, RKPD, yang kemudian menjadi pedoman bagi seluruh 
instansi dalam menyusun rencana kerja.   
3. Bappeda dan Statistik memilki kewenangan dalam merancang 
struktur perencanaan dari penganggaran.   
4. Bappeda dan Statistik memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengaturan atau penataan, apa yang harusnya menjadi prioritas 
masing – masing stakeholder dalam hal ini SKPD yang terkait.  
Pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan ini adalah 
sebagai wahana penyerasian antara kepentingan perencanaan berdasarkan 
aspirasi tingkat desa / kelurahan dan kecamatan dengan kebijaksanaan 
pembangunan dari tingkat kabupaten, propinsi, dan nasional dalam konteks 
perencanaan Bottom Up dan Top Down Planning untuk mewujudkan asas 
demokrasi dalam perencanaan pembangunan.   
Rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang dimaksudkan disini 
adalah melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), yang 
merupakan forum dalam rangka menyusun rencana pembangunan yang 
dimulai dari tingkat desa / kelurahan, kemudian tingkat kecamatan sampai 
pada tingkat kabupaten / kota.  Musrenbang bertujuan untuk :  
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1. Mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi 
perencanaan dan pengendalian pembangunan.  
2. Mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk 
mensinergikan upaya – upaya perubahan sosial yang diinginkan 
secara berkelanjutan.   
3. Mensinergikan pembangunan antarsektor dan antar daerah untuk 
mencapai tujuan dan sasaran bersama.   
4. Menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantab 
dan berkesinambungan.      
Waktu pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan 
(Musrenbang) didasarkan pada petunjuk tentang pedoman penyusunan dan 
pengendalian pembangunan di daerah, yaitu pada bulan Januari sampai 
pada bulan Maret setiap tahunnya.  Hal inilah yang dilakukan dan ditempuh 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah untuk tahun 2013 yang dimulai pada Bulan Januari 
sampai dengan Bulan Maret 2012 adalah dengan melaksanakan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dengan 
beberapa tahap, yaitu :  
Tahap Pertama : Musrenbang Tingkat Desa / Kelurahan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / kelurahan 
(Musrenbang) merupakan forum tahunan oleh masyarakat Desa / Kelurahan 
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dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat 
dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk semua 
Stakeholders dalam mengatasi masalah – masalah pembangunan, dan 
menentukan proiritas pembangunan berdasarkan RPJMD dan RKP Desa /  
Kelurahan.    
Hasil dari kegiatan musrenbang tingkat desa / kelurahan kemudian 
dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan sesuai dengan prioritas 
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang 
ada di tingkat desa / kelurahan.  Kemudian setelah menetapkan prioritas 
kegiatan pembangunan tersebut, juga ditetapkan delegasi yang akan 
mewakili tiap desa yang berjumlah 3 – 5 orang untuk menghadiri musrenbang 
tingkat kecamatan.  Hal ini sudah sesuai dengan pasal 7 ayat 9 dan ayat 10 
pada Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone yang berbunyi :  
9. Penetapan Prioritas Kegiatan Pembangunan tahun yang akan 
datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa / 
Kelurahan;  
10. Penetapan Daftar Nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari 
peserta Musrenbang Desa / Kelurahan untuk menghadiri 
Musrenbang Kecamatan dalam komposisi selegasi tersebut 
terdapat perwakilan perempuan.  
 
Tahap Kedua : Tahap Musrenbang Tingkat Kecamatan  
Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan adalah 
forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat 
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kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan perioritas dari desa / 
kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di 
Kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 
Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kabupaten pada tahun berikutnya.   
Pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan, bertujuan untuk 
menyepakati hasil dari musrenbang tingkat desa / kelurahan.  Sebagai bahan 
masukan pada musrenbang tingkat kecamatan berupa rencana 
pembangunan tahunan dari masing – masing desa.  Selain itu, daftar nama – 
nama delegasi dan wakil dari kelompok masyarakat yang ada di desa / 
kelurahan.  Ditingkat musrenbang kecamatan rencana pembangunan 
tersebut diskoring, untuk mengetahui program / kegiatan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat. Selanjutnya hasil dari musrenbang kecamatan akan 
dibahas pada forum SKPD dan masing – masing kecamatan mengutus satu 
orang delegasi yang didampingi  oleh fasilitator yang sudah ditunjuk oleh 
Bappeda dan Statistik Kabupaten. 
Tahap Ketiga :  Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, 
kegiatan / sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku 
pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil 
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya 
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mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi 
oleh SKPD terkait.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) 
Kabupaten  Bone Tahun 2012 
 
Tujuan forum SKPD ini adalah untuk Mensingkronkan prioritas 
kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan 
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).  Pada forum inilah 
seluruh daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari masing – 
masing kecamatan kemudian digabung dari setiap kecamatan dengan 
mengidentifikasi kegiatan pembangunan yang sesuai dan yang tidak sesuai 
dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja SKPD. 
Tahap Keempat :  Musrenbang Kabupaten  
Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten 
untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD 
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hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan 
Rencana Kerja – SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran 
Rancangan RKPD.   
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
tingkat Kabupaten  Tahun 2012 
 
Adapun yang menjadi keluaran dari pelaksanaan Musrenbang 
Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan 
utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja - SKPD,     
yang meliputi: 
1 Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu 
dana balik berdasarkan fungsi/SKPD. 
2 Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber 
pembiayaan dari APBD Kabupaten; APBD Provinsi, APBN, dan 
sumber pendanaan lainnya. 
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3 Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat Pemerintah 
Kabupaten, Provinsi Sul – Sel dan/ atau Pusat.   
4 Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.   
Tahapan – tahapan dalam proses musrenbang tersebut di atas 
berdasarkan kepada yang menjadi kewenangan dari keputusan pemerintah 
pusat dalam hal ini adalah Bappenas, dan Menteri Keuangan yang kemudian 
dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone.   
Pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dalam rangka 
menyusun rencana program / kegiatan pembangunan akan dikatakan 
berjalan dengan lancar apabila pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan 
koordinasi perencanaan pembangunan  benar – benar hadir dalam rapat 
koordinasi yang dilaksanakan.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda dan 
Statistik dan Statistik Kabupaten Bone H. Kaharinuddin, S.Sos, M.Si bahwa :  
“unsur – unsur yang kami libatkan sudah sesuai dengan aturan yang 
ada dalam hal ini Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, 
bahwa kita harus undang LSM, tokoh masyarakat, organisasi – 
organisasi pemuda, camat, SKPD yang saya kira harus kita undang 
semua dan kita lakukan koordinasi secara terbuka”. (Wawancara 
pada Hari Selasa, 13 Maret 2012) 
   
Hal ini juga diungkapkan oleh Syamsul Rijal Sekretaris LPMI yang 
merupakan salah satu anggota LSM Kabupaten Bone yang mengatakan 
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bahwa : “setiap melakukan rapat koordinasi di Bappeda dan Statistik tentang 
proses perencanaan pembangunan daerah, kami selalu diundang bersama 
tim untuk melakukan rapat koordinasi dalam menentukan aturan / tehnik yang 
akan dipresentasikan”.  (Wawancara pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012).  
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs.H. Abubakar, 
M.M bahwa “kami selalu dilibatkan dalam proses pelaksanaan rapat 
koordinasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan sampai pada 
tahap evaluasi. (Wawancara, pada hari Rabu, 28 Maret 2012) 
Dengan melibatkan lembaga – lembaga yang ada di Kabupaten Bone 
dalam proses perencanaan pembangunan daerah menunjukkan bahwa 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sudah melaksanakan aturan yang 
ada dalam proses perencanaan pembangunan yang dalam hal ini adalah 
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.  Pelibatan lembaga – lembaga 
masyarakat dalam proses tersebut bertujuan agar dapat memberi saran, 
masukan dan kritikan terhadap pembangunan yang akan direncanakan, 
apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau hanya sekedar  keinginan 
semata.   
Pada umumnya rapat koordinasi perencanaan pembangunan dihadiri 
oleh seluruh dinas / instansi terkait, kepala – kepala kecamatan, badan / 
lembaga yang terkait, pihak swasta (LSM), dan sejumlah tokoh masyarakat 
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yang ada di Kabupaten Bone yang bertujuan untuk menilai dan menampung 
masalah – masalah dalam pelaksanaan program / proyek.     
Selain itu, pelaksanaan rapat koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah di Kabupaten Bone yang diawali dengan Musrenbang 
Desa, kemudian Musrenbang Kecamatan, sampai pada Forum SKPD dan 
Musrenbang Kabupaten, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sebagai 
koordinator pelaksana dalam kegiatan ini berhasil melibatkan seluruh unsur – 
unsur terkait yang ada di Kabupaten Bone dalam proses kegiatan 
Musrenbang tersebut.  Terutama kehadiran SKPD dan Anggota DPRD 
Kabupaten Bone pada setiap Musrenbang Kecamatan menunjukkan bahwa 
koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik sudah berjalan dengan 
baik dibanding pada tahun – tahun sebelumnya.   
Menurut Sekretaris Bappeda dan Statistik dan Statistik Kabupaten 
Bone,  H.Kaharinuddin, S.Sos, M.Si bahwa :  
“pelaksanaan rapat koordinasi dalam perencanaan pembangunan 
daerah di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, dan kita 
akan selalu tingkatkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak 
pernah kita lakukan pada tahun – tahun sebelumnya dan tahun ini 
kita sudah laksanakan dan hasilnya sangat direspon baik oleh 
beberapa pihak yang terlibat di dalamnya”.  (Wawancara Hari Selasa 
13 Maret 2012).     
 
Tanggapan yang sama juga diberikan oleh seluruh Kepala Bidang di 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone yang mengatakan bahwa dalam 
pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah di 
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Kabupaten Bone yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik sudah 
terlaksana dengan baik.  Menurut Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, 
Dra. Ratnawati AZ, bahwa:  
“pelaksanaan rapat koordinasi ini sudah berjalan dengan baik karena 
Bappeda dan Statistik sebagai leading sektor perencanaan, 
sebelumnya menentukan dulu jadwal pelaksanaan kemudian 
menyampaikan undangan kepada seluruh stakeholder untuk 
pelaksanaan rapat koordinasi.” (Wawancara, pada hari selasa, 20 
Maret 2012) 
 
Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah dalam hal ini adalah Musrenbang sangat penting dalam menentukan 
kegiatan / program yang akan dilakukan.  Partisipasi masyarakat dalam 
proses musrenbang menjadikan prosesnya lebih transparan dan akuntabel 
sehingga dapat meminimalisasi peluang KKN.  Setelah semua usulan 
diterima, pemerintah akan mengambil usulan – usulan yang menjadi prioritas 
utama, dan menjadi kebutuhan pokok sesuai dengan anggaran.   
Menurut Amirullah S.Ag, salah satu tokoh masyarakat yang kami 
wawancarai bahwa :  
“pelaksanaan musrenbang pada tahun ini sudah sangat baik bila 
dibandingkan pada tahun – tahun sebelumnya, karena berjalan 
dengan lancar, tertib dan langsung dihadiri oleh beberapa SKPD 
sehingga apa yang menjadi aspirasi kami di bawah didengar secara 
langsung dan pada tahun ini sedikit berbeda dengan pada tahun – 
tahun sebelumnya karena Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
menentukan tim delegasi yang berasal dari kami untuk mengawal 
program / kegiatan yang sudah kami sepakati pada musrenbang 
kecamatan.” (Wawancara hari Senin, 2 April 2012)  
 
 A. Fahrul Islam : Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone 
(Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah), 2012 
Prog. Kerjasama Ilmu Pemerintahan, FISIP UNHAS 
 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui 
wawancara mendalam dengan beberapa informan terutama dengan Kepala 
dan Sekretaris Bappeda dan Statistik dan Statistik Kabuptaen Bone sebagai 
informan kunci, dimana memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan rapat 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten 
Bone sudah berjalan dengan baik.  Bahkan pada tahun ini, pelaksanaan 
rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten bone 
lebih baik daripada tahun – tahun sebelumnya karena berhasil mengadakan 
Forum SKPD yang pada tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan.   
Selain itu, pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat terlaksana dengan 
baik karena adanya antusias peserta rapat dalam mengikuti kegiatan proses 
perencanaan pembangunan dan adanya agenda rapat yang sudah 
ditentukan sebelumnya oleh Bappeda dan Statistik sebagai koordinator 
perencana pembangunan sehingga pelaksanaan rapat dapat terlaksana 
dengan terpenuhinya agenda rapat tersebut.   
 
4.1.2. Pemberian Informasi dan Laporan 
Penyusunan rencana pembangunan yang baik dan tepat memerlukan 
adanya perhitungan dan pengamatan yang cermat dan akurat mengenai 
kondisi dan potensi daerah yang meliputi berbagai aspek kehidupan 
 A. Fahrul Islam : Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone 
(Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah), 2012 
Prog. Kerjasama Ilmu Pemerintahan, FISIP UNHAS 
 
 
masyarakat serta permasalahan yang dihadapi oleh instansi pemerintah 
maupun oleh masyarakat berdasarkan informasi dan laporan yang akurat. 
Data dan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah.  Berdasarkan Undan–
Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional Bab VII Pasal 31 mengatakan bahwa : “Perencanaan pembangunan 
didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan”.   
Kemajuan dan perkembangan suatu program / kegiatan hanya dapat 
diketahui dari informasi dan laporan dari kegiatan tersebut.  Pemberian  
informasi dan laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan.  Pada perumusan kebijakan, pemberian 
informasi dan laporan digunakan untuk mengetahui permasalahan yang 
dihadapi.  Dengan demikian berhasil atau tidaknya pembangunan di daerah 
gambaran nyatanya dapat dilihat dari pemberian informasi dan pelaporan 
penyusunan rencana yang lengkap dan relevan dari keadaan pembangunan 
tersebut.   
Jadi, untuk menentukan dan menyusun suatu rencana yang baik, 
realistik dan menyeluruh diperlukan informasi dan laporan yang lengkap dan 
dapat dipercaya, menurut kenyataan, cermat, tepat waktu dan berhubungan 
dengan masalah yang dihadapi.   
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Pemberian data dan informasi yang dilakukan oleh Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone selama ini melalui beberapa cara, seperti melalui 
media yang ada, seperti telepon, fax, via e – mail, maupun dalam bentuk 
persuratan, sehingga akses untuk mendapatkan informasi mengenai rencana 
program sampai pada hasil program kegiatan pembangunan tidak dipersulit.   
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah diharapkan agar 
dalam penyusunan rencana program / kegiatan tidak ditentukan apa saja 
yang diinginkan sehingga bukan kebutuhan masyarakat yang terpenuhi akan 
tetapi faktor keinginan dari pihak tertentu.     
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terkait dalam pemberian 
informasi dan laporan mengenai perencanaan pembangunan daerah yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sudah terlaksana 
dengan baik.  Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
Drs.A.Zainal S, M.Si bahwa : “pemberian informasi dan laporan yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik selama ini adalah melalui rapat 
monitoring dan melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan.” (Wawancara, pada 
hari selasa, 20 Maret 2012) 
Tanggapan yang sama juga diberikan oleh beberapa SKPD dan 
Camat yang kami wawancarai selama penelitian bahwa pemberian informasi 
dan laporan yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik selama ini sudah 
terlaksana dengan baik dan dari informasi dan laporan tersebut kemudian 
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dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai 
dengan apa yang menjadi kebijakan makro.  Menurut Camat Tanete Riattang 
Barat H.Sumardi,S.Sos, M.Si bahwa :  
“pemberian informasi dan laporan  oleh Bappeda dan Statistik 
kepada kami di kecamatan itu sudah terlaksa dengan baik, mulai dari 
tahap perencanaan, kami sebagai camat yang ada di Kabupaten 
Bone senantiasa diberikan informasi melalui bentuk persuratan 
maupun dalam bentuk – bentuk yang resmi sehingga kami sangat 
terbantu sekali dengan adanya pemberian informasi tersebut”. 
(Wawancara pada hari senin, 26 Maret 2012)   
 
Informasi dan laporan mengenai rencana pembangunan daerah selain 
diberikan kepada SKPD, camat dan instansi lainnya juga diberikan kepada 
pihak swasta dalam hal ini LSM dan lembaga – lembaga lainnya.  Menurut 
Aliyas Hammude anggota LSM Community Facilitator Care Internasional 
Indonesia bahwa : “Bappeda dan Statistik senantiasa memberikan informasi 
dan laporan kepada setiap LSM sebagai salah satu mitra kerja Bappeda dan 
Statistik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.”  (Wawancara 
pada hari kamis, 12 April 2012).     
Tersedianya informasi dan laporan yang akurat mengenai potensi 
daerah dan aspek kehidupan masyarakat akan memudahkan Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone dalam menyusun suatu arah kebijakan makro.  
Untuk itulah, Bapppeda sebagai koordinator perencana pembangunan 
daerah  senantiasa meningkatkan kerjasama tim dalam proses perencanaan 
pembangunan untuk mendapatkan informasi yang akurat kemudian dari 
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informasi tersebut diolah menjadi sebuah arah kebijakan makro yang 
nantinya akan dilaporkan kepada seluruh instansi – instansi pemerintahan.  
    
4.1.3. Kesepakatan dan Komitmen 
Pada pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, 
salah satu hal yang sangat penting di dalamnya adalah adanya kesepakatan 
dan komitmen yang disetujui dalam pelaksanaan pembangunan daerah.  
Kesepakatan tersebut sangat dibutuhkan dalam membuat perencanaan 
suatu kegiatan / program pembangunan agar apa yang sudah disepakati 
akan menjadi suatu program yang akan dilaksanakan.  Adanya kesepakatan 
dan komitmen dalam perencanaan pembangunan berawal dari sejauh mana 
proses koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik dengan 
beberapa instansi pemerintahan lainnya sehingga menjadi komitmen untuk 
melaksanakan pembangunan daerah.   
Kesepakatan dan komitmen mempunyai pengaruh yang sangat besar 
dalam proses pelaksanaan koordinasi.  Adanya kerjasama antar pihak 
perencana dengan beberapa instansi pemerintahan tentu sangat membantu 
dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah ke depan.  
Kesepakatan dan komitmen itulah yang nantinya akan menjadi suatu acuan 
bagi SKPD dalam menyusun draft rencana kerja (RENJA SKPD).   
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Kesepakatan dan komitmen antara Bappeda dan Statistik dengan 
instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Bone itu tertuang ke dalam 
arah kebijakan umum yang pada setiap tahun dijabarkan oleh SKPD.  Salah 
satu penjabaran dari kesepakatan dan komitmen tersebut adalah adanya 
kontrak kinerja.  Kontrak kinerja tersebut bertujuan agar dalam penyusunan 
rencana item  kegiatan / program pembangunan terlihat jelas apa yang ingin 
dicapai dari hasil keputusan itu dan tidak keluar dari kontrak yang sudah 
ditetapkan bersama.   
Terkait dengan mekanisme dan kesepakatan dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
membuat kesepakatan dengan mengundang seluruh SKPD agar membuat 
komitmen terhadap kegiatan / program pembangunan yang akan dilakukan.  
Selain itu, dengan adanya kesepakatan dan komitmen sebelumnya maka 
dalam membuat rencana program / kegiatan diharapakan sudah sesuai 
dengan kebijakan makro yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tidak keluar 
dari apa yang sudah diputuskan bersama.    
Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian bahwa 
kesepakatan dan komitmen dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah di Kabupaten Bone selama ini dimulai dari proses Musrenbang tingkat 
desa sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten.  Menurut Kepala Bidang 
Statistik Drs. Ibrahim CH bahwa :  
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“bentuk kesepakatan dan komitmen yang kami lakukan ini sudah 
berjalan dengan baik, karena dari hasil kesepakatan Bappeda dan 
Statistik dengan instansi maupun dari pihak swasta bahwa untuk 
menentukan program kerja yang akan dilaksanakan berawal dari 
kegiatan usulan desa yang dianggap prioritas dari hasil sistem 
skoring yang dilakukan oleh delegasi desa, kecamatan dan 
stakeholders yang ada.” (Wawancara pada hari selasa, 20 maret 
2012).   
 
Dengan demikian, bentuk kesepakatan dan komitmen Bappeda dan 
Statistik dengan instansi pemerintahan di Kabupaten Bone dimulai dari 
proses musrenbang yang dilakukan untuk menetapkan program / kegiatan 
yang dianggap prioritas, dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga inilah 
yang menjadi komitmen Bappeda dan Statistik dan SKPD untuk membuat 
suatu perencanaan dalam mewujudkan pembangunan daerah.   
 
4.1.4. Hubungan Kerja Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dengan 
instansi / dinas terkait 
Indikator selanjutnya dalam pelaksanaan koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah adalah adanya hubungan kerja Bappeda 
dan Statistik Kabupaten Bone dengan instansi / dinas terkait.   
Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua hal yang saling terkait, 
karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan 
hubungan kerja yang efektif.  Hubungan kerja mempunyai peranan yang 
sangat besar dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu agar 
tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu 
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dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya 
guna dan berhasil guna. 
Pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam hubungan kerjanya 
melibatkan beberapa instansi pemerintah, lembaga – lembaga swasta serta 
masyarakat dimana antara satu sama lainnya tidak berdiri sendiri melainkan 
memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi.  
Hubungan ini senantiasa harus dilakukan agar pelaksanaan 
pembangunan daerah selalu terarah dan terpadu,   sehingga perlunya 
koordinasi antar unsur – unsur yang terlibat dalam pembangunan harus 
dilaksanakan.   
Setiap perencanaan yang disusun oleh dinas daerah dan instansi 
lainnya senantiasa dikoordinasikan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone dan selalu diarahkan kepada pelaksanaan yang telah ditetapkan dan 
disesuaikan dengan kemampuan daerah serta diarahkan pula pelaksanaan 
pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah.   
Pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Bone tentunya 
selalu diorientasikan kepada kepentingan masyarakat yang telah menjadi 
tujuan nasional, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten 
Bone, pemilihan sektor – sektor program yang konsisten dan terpadu 
(program prioritas), terarah serta saling menunjang sektoral dan daerah 
sebagai sasarannya.   
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Dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bone maka Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone menempuh beberapa 
tahapan kerja. Tahapan – tahapan kerja di dalam merencanakan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :  
 
Tahapan Pertama 
Dalam tahapan ini diadakan terlebih dahulu penyusunan rencana yang 
dilaksanakan melalui proses musrenbang untuk menghasilkan 
rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang 
terdiri dari 4 (empat) langkah:  
1. Pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan 
yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur.     
2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan 
rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana 
pembangunan yang telah disiapkan.  
3. Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan 
rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang 
pemerintahan melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan.   
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.  
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Tahapan kedua  
Kemudian berdasarkan hasil penyusunan rencana yang sudah 
dikerjakan pada tahapan pertama tersebut diatas, maka disusunlah 
suatu penetapan rencana yang menjadi produk hukum sehingga 
mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-
undang No. 25 Tahun 2009 ini, rencana pembangunan jangka panjang 
daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan oleh Kepala Daerah 
dan rencana pembangunan tahunan daerah ditetapkan oleh Kepala 
Daerah.   
 
Tahapan Ketiga  
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan 
untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang 
tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan 
penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh satuan kerja 
perangkat daerah, selanjutnya, kepada Bappeda dan Statistik 
menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan 
rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.   
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Tahapan keempat  
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan 
perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan 
dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian 
sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.   
Jadi, hubungan kerja yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik 
dengan instansi pemerintahan di Kabupaten Bone dimulai dari proses 
perencanaan pembangunan.  Dari proses perencanaan tersebut dalam hal ini 
adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), 
akan ditetapkan suatu keputusan bahwa kegiatan / program tersebut menjadi 
rencana kerja bagi SKPD.   
Koordinasi merupakan salah satu hal penting dalam terciptanya suatu 
hubungan kerja dalam proses perencanaan pembangunan.  Fungsi 
koordinasi sangat dibutuhkan untuk saling memberi informasi dan laporan 
mengenai rencana kerja pemerintah daerah sehingga dengan adanya 
hubungan kerja yang baik melalui koordinasi tersebut maka proses 
pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik.    
Berdasarkan data yang diperoleh mengenai hubungan kerja yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik beberapa tahun ini sudah terjalin cukup 
baik. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Drs. A.Zainal 
S.M.Si, bahwa :  
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“hubungan kerja yang kami lakukan selama ini sangat baik karena   
instansi terjun secara langsung dalam proses perencanaan seperti 
musrenbang kecamatan, kabupaten yang termasuk di dalamnya 
adalah forum SKPD.  Dari hal inilah sehingga mulai terjalin hubungan 
kerja antara Bappeda dan Statistik dengan SKPD, kecamatan melalui 
proses tersebut. Selain itu kami juga senantiasa berkonsultasi 
dengan Bappeda Provinsi terkait program / kegiatan pembangunan”.  
(Wawancara pada hari selasa, 20 maret 2012).   
 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone senantiasa melakukan 
konsultasi dengan Bappeda Provinsi, SKPD dan instansi kecamatan serta 
lembaga – lembaga masyarakat terkait perencanaan kegiatan / program yang 
akan dilakukan.  Proses konsultasi tersebut dilakukan dengan :  
1. Koordinasi  
    Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone senantiasa berkoordinasi 
mengenai kegiatan / program yang akan dilaksanakan sesuai dengan 
RPJMD.  RPJMD inilah yang dijadikan “kitab suci” dari Bappeda dan 
Statistik yang tidak boleh lepas dari RPJMD tersebut karena 
merupakan kegiatan, target yang mau dicapai oleh Bupati sebagai 
otoritas penyelenggara 
2. Integrasi  
Integrasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone  
adalah berusaha untuk mempertemukan apa yang sudah menjadi 
kebijakan sebelumnya dengan disinkronkannya aspirasi – aspirasi dari 
bawah sehingga tercapai suatu kesatuan yang utuh.   
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3. Implementasi  
Terkait implementasi, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
memberikan pemahaman kepada SKPD untuk merumuskan kegiatan / 
program yang aka dilaksanakan.  Setelah itu, masing – masing SKPD 
melaksanakan apa yang sudah menjadi program kerja mereka sesuai 
dengan apa yang sudah disepakati pada proses Musrenbang 
Kabupaten.   
4. Tahap Evaluasi  
Salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan 
daerah adalah adanya tahap evaluasi dan pengendalian.  Hal ini 
dilakukan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan terkait 
program / kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan target yang 
sudah ditetapkan sebelumnya. 
Berdasarkan hal tersebut, jelas tampak adanya suatu kerjasama 
antara Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone dengan instansi pemerintahan 
lainnya sehingga tanpa hubungan kerjasama tersebut tidak mungkin 
pembangunan dapat dilaksanakan.   
Kewenangan yang dimiliki Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, 
mempunyai mekanisme dalam rangka mengkoordinasi rencana – rencana 
pembangunan tersebut.  Konstruksi ini memberikan koordinasi dalam usaha 
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menyatukan kegiatan-kegiatan dari suatu rencana kerja sehingga rencana 
pembangunan tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kerjasama 
dengan instansi lainnya yang serasi antara keduanya guna mencapai tertib 
Pemerintahan Daerah.   
Terkait pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah di Kabupaten Bone, berikut digambarkan tabel analisis 
terkait pelaksaan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah di 
Kabupaten Bone yang ditunjukkan pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1. 
Analisis Data Terhadap Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Proses 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 
 
No Indikator Pelaksanaan Informan Penilaian 
(1) (2) (3) (4) 
1 Pelaksanaan rapat koordinasi 
Kepala Bappeda 
dan Statistik 
 
Tahapan / sistem koordinasi yang dilakukan 
setiap tahun dalam menyusun rencana 
kegiatan / program 
 
 
Sekretaris 
Bappeda dan 
Statistik 
Unsur – Unsur yang terlibat antara lain: SKPD, 
LSM, tokoh masyarakat, camat, organisasi 
pemuda, dsb. Sudah berjalan dengan baik dan 
sangat direspon baik oleh pihak yang terlibat di 
dalamnya. 
 
 SKPD (Dinas 
Pariwisata & 
Kebudayaan) dan 
LSM 
Senantiasa melibatkan SKPD dan LSM baik 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi. 
 
 Kabid 
Perencanaan 
Ekonomi 
Penentuan jadwal pelaksanaan dan mengirim 
undangan kepada seluruh stakeholder. 
 
 
Tokoh Masyarakat Penentuan tim delegasi dari masyarakat yang ditentukan pada saat musrenbang kecamatan. 
2 
Pemberian 
informasi dan 
laporan 
Kabid 
Pengendalian dan 
Evaluasi 
Melalui rapat monitoring dan kunjungan lokasi 
kegiatan. 
  Camat Tanete Riattang Barat 
Melalui bentuk persuratan maupun dalam 
bentuk – bentuk resmi. 
  LSM Senantiasa memberikan informasi dan laporan sebagai mitra kerja. 
  SKPD Informasi dan laporan tersebut menjadi acuan untuk menyusun Rencana kerja (RENJA) 
3 Kesepakatan dan komitmen Kabid Statistik 
Usulan yang dianggap prioritas melalui hasil 
sistem skoring baik ditingkat desa sampai 
kecamatan.   
4 
Hubungan Kerja 
Bappeda dan 
Statistik Kabupaten 
Bone dengan 
instansi / dinas 
terkait 
Kabid Pengendalian 
dan Evaluasi 
Instansi / dinas terkait terjun secara langsung 
dalam proses perencanaan, seperti 
musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan 
musrenbang kabupaten.  Selain itu, senantiasa 
berkonsultasi mengenai program / kegiatan 
pembangunan dengan Bappeda Provinsi.   
Sumber : Hasil Analisis Data Primer, 2012 
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Menurut Kepala Bidang yang ada di lingkup Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone yang terdiri atas tujuh orang, bahwa pelaksanaan fungsi 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah sudah berjalan 
dengan baik dan lancar, karena koordinasi senantiasa berjalan diantara 
instansi / SKPD mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada 
tahap pelaporan.   
Menurut Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone,        
A. Alimuddin M. S.Sos bahwa :  
“fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone berjalan dengan baik.  Bappeda sebagai sektor 
proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone, setiap 
langkah yang akan dilakukan di awali proses konsultasi dalam hal ini 
koordinasi dengan melibatkan kami sebagai SKPD untuk 
mendengarkan arahan – arahan dari Kepala Bappeda dan Statistik 
terkait arah kebijakan makro, sehingga apa yang kami usulkan itu 
sesuai dengan ketentuan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat”.  (Wawancara, pada hari selasa, 27 Maret 2012).   
 
Sedangkan menurut beberapa camat yang menjadi informan yang 
terdiri atas lima orang, bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan 
oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sudah tertata dengan baik, 
melalui proses berjenjang mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat 
kabupaten, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone selalu mengawal 
pelaksanaan koordinasi tersebut sehingga tidak keluar dari apa yang sudah 
ditetapkan.  Selain itu, keterlibatan dari SKPD secara langsung pada 
musrenbang tingkat kecamatan membuktikan keseriusan Bappeda dan 
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Statistik Kabupaten Bone melibatkan unsur terkait   dalam proses 
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sehingga SKPD mampu 
mencerna apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.   
Hal serupa juga diungkapkan dari berbagai pihak LSM yang menjadi 
informan kami yang terdiri dari lima LSM , bahwa pelaksanaan fungsi 
koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sudah 
berjalan dengan baik.  Menurut A. Muh. Syamsir Staf LSM Yapit bahwa : 
“pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone sudah baik, karena dalam dua tahun terakhir ini Bappeda 
dan Statistik sudah mulai melibatkan LSM dalam proses perencanaan 
pembangunan / Musrenbang”.  (Wawancara pada hari kamis, 12 April 2012)  
 Wawancara tersebut memberikan kontribusi terhadap penelitian ini, 
bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah di Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik.  
Analisa penilaian hasil akhir digambarkan melalui Tabel 5.1. tentang 
penilaian hasil akhir pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone.   
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Tabel 4.2. 
Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Proses 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 
 
No Indikator Pelaksanaan Penilaian Hasil  
(1) (2) (3) 
1 Pelaksanaan rapat koordinasi 
pelaksanaan rapat koordinasi merupakan tahapan koordinasi  
yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah 
ditetapkan dengan melibatkan unsur – unsur penting dalam 
proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya 
penentuan tim delegasi kecamatan yang mengawal sampai 
pada pelaksanaan musrenbang kabupaten.    
 
2 
Pemberian 
informasi dan 
laporan 
pemberian informasi dan laporan yang dilakukan oleh 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sudah terlaksana 
dengan baik, dimana semua unsur mendapatkan informasi 
perencanaan dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan / 
program melalui rapat monitoring, persuratan maupun bentuk 
– bentuk resmi lainnya.  Selain itu, informasi dan laporan 
yang diberikan oleh Bappeda dan Statistik merupakan suatu 
acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun rencana kerja.   
 
3 Kesepakatan dan komitmen 
bentuk kesepakatan dan komitmen yang dilakukan oleh 
Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone selama ini adalah 
berawal dari proses musrenbang dimana usulan yang 
dianggap prioritas melalui sistem skoring yang kemudian 
menjadi acuan SKPD dalam menyusun draft rencana kerja 
sebelum masuk pada konsultasi publik atau Forum SKPD 
yang selanjutnya dibahas pada kegiatan musrenbang 
kabupaten.   
 
4 
Hubungan Kerja 
Bappeda dan 
Statistik Kabupaten 
Bone dengan 
instansi / dinas 
terkait 
hubungan kerja yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone dengan instansi / dinas terkait sudah terjalin 
cukup baik dimana dimulai dari proses perencanaan 
pembangunan dalam hal ini melalui musrenbang setiap 
SKPD hadir secara langsung untuk mengikuti proses 
pelaksanaan musrenbang yang nantinya hasil dari 
musrenbang tersebut ditetapkan suatu keputusan yang 
menjadi rencana kerja bagi setiap SKPD di Kabupaten Bone.  
Selain itu, adanya konsultasi yang dilakukan oleh Bappeda 
dan Statistik Kabupaten Bone dengan Bappeda Provinsi 
menunjukkan adanya hubungan kerja (koordinasi) yang 
dilakukan.   
Sumber : Hasil Analisis Data Primer, 2012 
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Artinya, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone telah memperlihatkan keberhasilannya dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagai koordinator perencana daerah dimana koordinasi 
senantiasa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan / 
program sampai pada tahap evaluasi.  Selain itu, terkait kegiatan – kegiatan 
yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi perencanaan 
pembangunan daerah seperti yang telah digambarkan di atas bahwa sudah 
terlaksana dengan baik.   
 
4.2. Pelaksanaan Prinsip Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah 
Oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone  
Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang 
kemudian diperbahrui menjadi Undang – Undang No 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutaa daerah-daerah yang 
memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan 
kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan 
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
dalam rangka percepatan pembangunan daerah tersebut.   
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
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penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 
perencanaan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai.  Dalam 
pengertian ini, pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak 
kepada siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan.   
Pemerintah memiliki akses terhadap banyak informasi penting.  
Informasi tersebut dapat berupa alasan yang melatarbelakangi tindakan, 
bentuk tindakan serta waktu dan cara melakukan tindakan.  Alokasi anggaran 
juga merupakan informasi yang penting.  Masyarakat dan stakeholders perlu 
mengetahui seberapa besar pemerintah memberikan perhatian terhadap 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat.   
Menurut Hari Sabarno bahwa transparansi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah meliputi berbagai dimensi yang meliputi transparansi 
anggaran, transparansi pelaksanaan program kerja pemerintah dan 
transparansi pertanggungjawaban kinerja.   
Salah satu bentuk kegiatan pemerintah Kabupaten Bone dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perencanaan pembangunan 
daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone.  Bappeda dan Statistik sebagai koordinator perencana pembangunan 
melakukan perencanaan dengan prinsip transparansi atau terbuka dalam 
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menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat 
desa sampai pada tingkat kabupaten.   
Transparansi sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah karena tanpa adanya transparansi maka dalam 
pelaksanaan perencanaan pembangunan itu tidak berjalan dengan efektif.  
  
4.2.1. Keterbukaan Informasi Perencanaan, Baik Rencana 
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Daerah, dan Anggaran 
Terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran di daerah, 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone memiliki kewajiban dalam 
melaksanakannya bersama aparat pemerintah yang muaranya untuk 
melaksanakan kegiatan / program yang terkait dengan kebutuhan 
masyarakat, sehingga masyarakat harus mengetahui tentang kegiatan 
Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan daerah.  Selain itu, 
mereka harus pahami tentang kegiatan perencanaan ini mulai dari proses 
perencanaan, proses penyusunan, proses pelaksanaan sampai pada tahap 
evaluasi dan pengendaliannya.   
Masyarakat yang terlibat dalam proses musrenbang memiliki akses 
dan kontrol terhadap pembuatan keputusan dan mendapat manfaat dari 
pelaksanaan keputusan itu.  Partisipasi secara langsung dalam pembuatan 
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kebijakan dan keputusan publik bisa membuat masyarakat merencanakan 
sumber daya publik.   
Sebagai koordinator perencana di tingkat kabupaten Bappeda dan 
Statistik menentukan langkah – langkah dalam rangka memberikan informasi 
kepada instansi terkait misalnya proses perencanaan musrenbang tingkat 
desa, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone lebih awal memberikan 
penjelasan – penjelasan mengenai indikator – indikator pembangunan yang 
akan dilakukan.   
Selain itu, penjelasan mengenai kemampuan keuangan daerah dalam 
melaksanakan pembangunan daerah juga dilakukan oleh Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone agar masyarakat bisa memahami apa yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah dan kemudian masyarakat bisa membatasi 
diri pada hal – hal yang sifatnya untuk keinginan saja sehingga yang  
dilakukan Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone merupakan kebutuhan 
hidup masyarakat, bukan sekedar keuntungan bagi pihak – pihak tertentu.  
Sebagai umpang balik dari proses perencanaan pembangunan daerah 
adalah setelah Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone menerima usulan 
kegiatan / program pembangunan dari kecamatan, kemudian masuk ke forum 
SKPD sampai pada Musrenbang Kabupaten, Bappeda dan Statistik wajib 
memberikan atau mengembalikan hasil yang telah disepakati pada 
musrenbang kabupaten kepada masing – masing kecamatan.  Jadi, sebelum 
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rencana kegiatan / program tersebut ditanda tangani oleh kepala daerah 
dalam hal ini Bupati dengan SKPD, Bappeda wajib menginformasikan bahwa 
kegiatan inilah yang sudah disepakati dalam musrenbang.    
Menurut Kepala Bappeda dan Statistik dan Statistik Kabupaten Bone 
H. Irwansyah, S.IP, M.Si bahwa:  
“menurut saya pelaksanaan prinsip transparansi yang kami lakukan 
di Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone cukup transparan / terbuka 
dimana adanya penjelasan – penjelasan yang diberikan kepada 
seluruh instansi maupun dinas daerah sebelum masuk pada tahap 
penyusunan rencana kegiatan, berupa indikator – indikator 
pembangunan, program prioritas pembangunan untuk satu tahun ke 
depan, rincian anggaran, yang sudah ditentukan melalui RPJP 
Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD. Hal inilah yang kita lakukan di  
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dalam rangka pelaksanaan 
prinsip transparansi dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah.” (Wawancara Hari Senin 12 Maret 2012).     
 
Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Publik 
(Pembangunan) Muhammad Zuhdi, S.STP,M.Si bahwa :  
“bentuk transparansi yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik 
karena dengan diterbitkannya RPJP daerah, RPJM daerah dan RKPD 
daerah merupakan salah satu bentuk transparansi nyata dalam 
menyusun rincian anggaran dan kegiatan SKPD, sehingga SKPD 
harus berpedoman pada RPJP daerah.  Selain itu, kami juga 
membuka ruang bagi siapa saja yang membutuhkan dokumen 
perencanaan pembangunan untuk dipelajari dan dianalisa”.  
(Wawancara hari selasa 20 Maret 2012).   
 
 Sedangkan menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten bone 
Drs. Muh. Syukur, MM bahwa :  
“pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone sudah cukup transparan dalam memberikan 
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informasi, karena Bappeda mengundang semua unit kerja 
memaparkan  program yang akan dilaksanakan mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan sampai pada penjelasan mengenai 
perincian pembiayaan atau anggaran.” (Wawancara, pada hari Rabu, 
28 Maret 2012) 
 
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Drs.H.Abubakar, 
M.M bahwa :“bentuk transparansi yang dilakukan oleh badan perencana di 
Kabupaten Bone selama ini adalah jumlah anggaran atau dana yang tersedia 
dan kami senantiasa berkoordinasi mengenai hal itu, sehingga dalam proses 
penyusunan program kerja, kami tidak keluar dari apa yang sudah 
ditetapkan.” (Wawancara, pada hari Rabu, 28 Maret 2012) 
Menurut Camat Palakka, A. Khaikal, SH bahwa : “bentuk transparansi 
yang dilakukan dalam memberikan informasi yaitu memberikan gambaran 
jumlah dana yang dialokasikan ke kecamatan supaya usulan dari kecamatan 
tersebut bisa diberikan batasan – batasan mengingat jumlah dana yang 
terbatas sesuai skala prioritas.  (Wawancara pada hari senin, 26 Maret 2012)    
Hal tersebut di atas merupakan bentuk transparansi Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone dalam memberikan informasi tentang rencana 
pembangunan, rencana kerja dan rencana anggaran dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone.  Hubungan 
koordinasi ini senantiasa ditingkatkan kepada seluruh SKPD  agar informasi 
mengenai hal perencanaan dapat dijangkau oleh semua instansi yang ada di 
Kabupaten Bone.    
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4.2.2.  Penyebaran Informasi Dalam Kegiatan Pembanguan Daerah 
Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang 
dirancang (direncanakan) secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan yang khas dari daerah tersebut.  Di dalam upaya pembangunan 
daerah, akan dihadapkan dengan tantangan yang timbul dari daerah dan 
persaingan yang timbul dari daerah lainnya. Untuk mengantisipasi kondisi 
demikian paling tidak pemerintah harus mengetahui keunggulan komparatif 
dari daerahnya, dan untuk itulah diperlukan suatu sarana sebagai penyedia 
data dan informasi yang diperlukan.  
Seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya media 
informasi, Bappeda dan Statistik sebagai salah satu bagian dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone yang membidangi perencanaan pembangunan 
berkewajiaban untuk berperan dalam penyebaran informasi secara luas 
kepada masyarakat.   
Pemberian Informasi dalam pembangunan ini diharapkan agar mampu 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setelah 
dilakukannya proses musrenbang desa sampai pada kabupaten, sehingga 
pemerintah dalam menyajikan informasi data maka diharapkan dapat 
menyajikan potensi-potensi daerah dan hasil-hasil pembangunan khususnya 
di Kabupaten Bone menuju pelayanan publik yang prima.  
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Sebagai koordinator perencana pembangunan di Kabupaten Bone, 
Bappeda dan Statistik tentu dalam menyebarkan informasi pembangunan 
daerah mutlak harus dilakukan secara transparan, sehingga semua 
stakeholders bisa mengakses rencana kegiatan / program pemerintah daerah 
ke depan.   
Semangat pembangunan untuk masyarakat dalam upaya peningkatan 
peran serta masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bone  
memiliki situs www.bone.go.id yang dikelola oleh Bappeda dan Statistik 
Kabuapten Bone dan e-mail bappeda@bone.go.id.  Situs ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemudahan akses informasi berkaitan dengan Perencanaan 
serta pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone yang menjadi 
tanggung jawab Bappeda dan Statistik selaku pelaksana pembangunan 
untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat luas, melalui situs ini 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone mencoba memberikan informasi 
berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan dan informasai – informasi 
lain yang berkaitan dengan pembangunan.  Selain situs yang dimiliki oleh 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dalam menyebarkan berbagai 
informasi kegiatan / program pemerintah, informasi tersebut juga disebarkan 
melalui media cetak, seperti Harian Radar Bone, telepon / fax (0481 – 
24226/0481 – 22782), sehingga akses informasi dalam pembangunan bisa 
dijangkau luas oleh masyarakat Kabupaten Bone.   
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Menurut Sekretaris Bappeda dan Statistik H.Kaharinuddin, S.Sos.,M.Si 
bahwa “penyebaran informasi melalui telepon secara langsung juga kami 
lakukan di Bappeda, dan menurut saya itu sangat efektif  karena hemat 
waktu, tenaga dan juga anggaran”. (Wawancara Hari Selasa 13 Maret 2012). 
Sedangkan menurut Kepala Bidang Sosial Budaya, Hj. Samsidar, S.Pi, 
M.Si bahwa :  
“penyebaran informasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan 
maupun evaluasi dalam pembangunan daerah, senantiasa kita 
lakukan melalui undangan forum yang ditujukan kepada tiap – tiap 
SKPD, Kecamatan, dan lembaga – lembaga masyarakat selain itu juga 
melalui media cetak seperti harian Radar Bone, Tribun Timur, 
sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut tentang apa 
yang akan kita lakukan sebagai abdi masyarakat, serta penyebaran 
informasi melalui e-mail atau situs yang kami kirimkan kepada tiap – 
tiap SKPD bahwa inilah yang menjadi kesepakatan kita untuk 
kedepan” (Wawancara hari Selasa 20 Maret 2012).   
 
Menurut Sekretaris Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone Drs. 
Muhammad Akbar, bahwa : “penyebaran informasi yang dilakukan oleh 
Bappeda dan Statistik sudah berjalan dengan baik karena informasi yang 
diterima sangat cepat, baik itu melalui telepon, e – mail, sehingga kami di 
Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone sangat terbantu dengan hal itu.”  
(Wawancara, pada hari Rabu, 28 Maret 2012) 
Sedangkan menurut Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Bone, A. Alimuddin M. S.Sos bahwa : “kami senantiasa mendapatkan telepon 
secara langsung dari Bappeda dan Statistik, dan itu sangat efisien sekali 
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dalam menyebarkan informasi, apakah itu rapat atau pertemuan – pertemuan 
lainnya sehingga kami tidak perlu menunggu lama lagi mengenai informasi 
berikutnya.” (Wawancara, pada hari Rabu, 28 Maret 2012) 
Namun penyebaran informasi melalui situs yang dikelola oleh Bappeda 
dan Statistik Kabupaten Bone belum dijalankan secara maksimal oleh 
lembaga teknis daerah tersebut.  Hal ini diungkapkan salah satu aktivis 
perempuan yang juga merupakan anggota LSM di Kabupaten Bone yaitu      
A. Bonewati terkait penyebaran informasi yang dilakukan oleh Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone.  Menurutnya, “penyebaran informasi yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone melalui media atau 
situs internet tidak efektif karena saya tidak menemukan informasi yang adik 
sampaikan.” (Wawancara pada hari kamis, 12 April 2012) 
Hasil wawancara tersebut dibenarkan oleh penulis setelah membuka 
situs www.bone.go.id  yang dikelola oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone di mana informasi mengenai rencana program / kegiatan 
pembangunan, dan informasi lainnya ternyata memang tidak ditemukan 
sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa informan tersebut. Oleh karena 
itu, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone selain menyebarkan informasi 
melalui situs internet juga disebarkan melalui bentuk persuratan yakni 
dengan cara mengirimkan hasil – hasil rencana kegiatan / program yang 
telah disepakati ke seluruh instansi – instansi terkait.  Selain itu penyebaran 
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informasi juga dilakukan melalui media cetak seperti Harian Tribun Timur dan 
Radar Bone serta melalui telepon secara langsung kepada instansi terkait, 
dan mengirim fax kepada masing – masing SKPD.   
Secara umum pelaksanaan prinsip transparansi dalam pelaksanaan 
fungsi koordinasi perencanaan pembangunan digambarkan pada tabel 4.3. 
Tentang analisis data terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam 
proses perencanaan pembangunan daerah kabupaten bone 
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Tabel 4.3.  
Analisis Data terhadap Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Proses 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 
No Indikator Pelaksanaan Informan Penilaian 
(1) (2) (3) (4) 
1 
Keterbukaan Informasi 
Perencanaan, Baik 
Rencana 
Pembangunan Daerah, 
Rencana Kerja Daerah, 
dan Anggaran 
Kepala Bappeda 
Dan Statistik 
Kabupaten bone 
Diawali dengan penjelasan – penjelasan  
mengenai indikator-indikator pembangunan, 
program prioritas pembangunan dan rincian 
anggaran yang dibutuhkan sebelum masuk 
pada tahap penyusunan rencana kegiatan.   
 
 Kabid 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran 
Publik 
(Pembangunan) 
Secara terbuka menerima bagi siapa saja yang 
membutuhkan dokumen perencanaan 
pembangunan untuk dipelajari dan dianalisa. 
 
 
SKPD (Dinas 
Pendidikan) 
Adanya pemaparan program yang akan 
dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, sampai pada penjelasan 
mengenai rincian biaya atau anggaran yang 
dibutuhkan.   
 
 Dinas 
Kebudayaan dan 
Pariwisata,  
bentuk transparansi yang dilakukan oleh badan 
perencana di Kabupaten Bone selama ini adalah 
jumlah anggaran atau dana yang tersedia dan 
kami senantiasa berkoordinasi mengenai hal itu 
  Camat Palakka Adanya gambaran dana / anggaran yang diberikan di setiap kecamatan 
2 
Penyebaran Informasi 
Dalam Kegiatan 
Pembanguan Daerah 
Sekretaris 
Bappeda dan 
Statistik 
Penyebaran informasi melalui telepon secara 
langsung dan sangat efektif 
 
 
Kabid Sosial 
Budaya 
Penyebaran informasi, baik dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi 
melalui undangan forum, media cetak, e – mail 
atau situs internet.   
 
 SKPD (Dinas PU 
dan SDA) 
Informasi yang diterima sangat cepat melalui 
telepon secara langsung dan sangat membantu 
dalam proses pelaksanaan kegiatan / program.   
 
 SKPD (Dinas 
Pendapatan 
Daerah 
Senantiasa mendapatkan telepon secara 
langsung dari Bappeda dan Statistik, dan itu 
sangat efisien sekali dalam menyebarkan 
informasi 
 
 
LSM 
Penyebaran informasi melalui media internet 
tidak berjalan efektif, tidak ditemukan informasi 
perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya.     
Sumber : Hasil Analisis Data Primer, 2012 
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Artinya, pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan oleh 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dengan indikator tersebut di atas 
menunjukkan hasil yang transparan (terbuka) melalui beberapa penjelasan – 
penjelasan mengenai indikator pembangunan, program prioritas dan rincian 
anggaran sehingga semua unsur yang terlibat di dalamnya dapat mengetahui 
program / kegiatan yang akan dilaksanakan.  Selain itu, bentuk keterbukaan 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone yang lain adalah menerima bagi 
siapa saja yang membutuhkan data dan informasi mengenai rencana 
program / kegiatan dalam pembangunan.  Penyebaran informasi melalui 
beberapa media cukup baik, antara lain melalui media cetak, telepon / fax, 
bentuk persuratan maupun bentuk resmi lainnya sudah dapat dilaksanakan.  
Sedangkan penyebaran informasi melalui situs internet dinilai masih kurang, 
karena Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone tidak dapat mengelola situs 
tersebut dengan baik sehingga akses informasi perencanaan dan 
pelaksanaan program / kegiatan pembangunan melalui internet menjadi 
terhambat.   
Tabel 4.4. menggambarkan penilaian hasil akhir pelaksanaan Prinsip 
Transparansi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bone 
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Tabel 4.4. 
Penilaian Hasil Akhir Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dalam Proses 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 
 
No Indikator Pelaksanaan Penilaian Hasil  
(1) (2) (3) 
1 
Keterbukaan 
Informasi 
Perencanaan, 
Baik Rencana 
Pembangunan 
Daerah, 
Rencana Kerja 
Daerah, dan 
Anggaran 
 
Menunjukkan hasil yang transparan (terbuka) 
melalui beberapa penjelasan – penjelasan 
mengenai indikator pembangunan, program 
prioritas dan rincian anggaran sehingga semua 
unsur yang terlibat di dalamnya dapat mengetahui 
program / kegiatan yang akan dilaksanakan.  
Selain itu, bentuk keterbukaan Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone yang lain adalah 
menerima bagi siapa saja yang membutuhkan data 
dan informasi mengenai rencana program / 
kegiatan dalam pembangunan. 
2 
Penyebaran 
Informasi Dalam 
Kegiatan 
Pembanguan 
Daerah 
Penyebaran informasi melalui beberapa media 
cukup baik, antara lain melalui media cetak, 
telepon / fax, bentuk persuratan maupun bentuk 
resmi lainnya sudah dapat dilaksanakan.  
Sedangkan penyebaran informasi melalui situs 
internet dinilai masih kurang, karena Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone tidak dapat mengelola 
situs tersebut dengan baik sehingga akses 
informasi perencanaan dan pelaksanaan program / 
kegiatan pembangunan melalui internet menjadi 
terhambat.   
 
Sumber : Hasil Analisis Data Primer, 2012 
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4.3. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Koordinasi 
Perencanaan Pembangunan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten 
Bone 
Dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, terdapat banyak 
faktor yang mempengaruhi.  Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :  
 
4.3.1. Tingkat pendidikan aparat Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone  
Dalam penyusunan rencana pembangunan dibutuhkan perencana 
yang realistis dan rasional.  Olehnya dibutuhkan kemampuan,  keahlian dan 
kecakapan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan pengalaman – pengalaman 
yang pernah dijalani.   
Satu dari beberapa aspek keberhasilan pembangunan adalah 
tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan yang dapat 
diandalkan dan memiliki pengetahuan dan komprehensif tentang berbagai 
masalah pembangunan dalam perencanaan dalam bidang pembangunan 
daerah.   
Bertitik tolak dari hal di atas, maka aparat perencana dilingkungan 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dituntut untuk meningkatkan kualitas 
dan kuantitas sehingga dapat lebih tanggap dan reponsif serta profesional di 
bidangnya.  
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Tabel 4.5. 
Keadaan Pegawai Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone Menurut  
Tingkat Pendidikan Tahun 2011 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
(1) (2) (3) 
1 Pasca Sarjana (S2) 10 Orang 
2 
Sarjana Muda (S1) 
a. PNS 
b. Honorer 
 
30 Orang 
5 Orang  
3 D3 1 Orang 
4 
SMA 
a. PNS 
b. Honorer 
 
7 Orang 
7 Orang 
5 
SMP 
a. PNS 
b. Honorer 
 
1 Orang 
1 Orang 
Sumber : Data Sekunder Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
 
Pendidikan yang dimiliki oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
bisa dikatakan sangat memadai dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dalam 
proses perencanaan pembangunan daerah, karena memiliki tingkat 
pendidikan sarjana yang cukup tinggi.  Dari jumlah keseluruhan aparat 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sebanyak 62 orang, 16 diantaranya 
masih berpendidikan SMP dan SMA yang terdiri 8 orang sebagai pegawai 
negeri dan 8 orang sebagai tenaga honorer di Bappeda dan Statistik.  
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Namun, hal tersebut tidak membuat Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
terkendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai badan 
perencana karena masing – masing aparat yang dimilikinya sudah memiliki 
tingkat pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya masing – 
masing.     
Menurut Sekretaris Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, 
H.Kaharinuddin, S.Sos.,M.Si bahwa: “aparat kami di Bappeda sebagian 
besar sudah berpendidikan sarjana (S1) dan itu sangat mendukung dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi kami sebagai badan perencana”.  (Wawancara 
Hari Selasa 13 Maret 2012). 
 
4.3.2. Kepemimpinan Kepala Bappeda  
Faktor yang berpengaruh selanjutnya dalam pelaksanaan koordinasi 
perencanaan pembangunan daerah adalah kepemimpinan Kepala Bappeda 
itu sendiri, dalam hal bagaimana mampu mengkoordinir bawahan – 
bawahannya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan 
bidang / tugasnya masing- masing yang telah di atur dalam suatu peraturan 
daerah.   
Menurut Kepala Bidang Statistik Drs. Ibrahim CH bahwa :  
“kepemimpinan Kepala Bappeda dan Statistik sekarang jauh lebih 
berbeda dengan sebelumnya, dimana sekarang Kepala Bappeda 
sangat aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan mampu 
melibatkan beberapa aparat pemerintah (SKPD,DPRD) dalam proses 
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musrenbang dan senantiasa menjalin hubungan komunikasi dengan 
kami.” (Wawancara pada hari selasa, 20 maret 2012).   
 
 
4.3.3. Kebijakan Peraturan Daerah 
Pelaksanaan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah di Kabupaten Bone yang berpengaruh selanjutnya adalah adanya 
kebijakan yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan daerah.  Kebijakan 
tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh instansi yang ada di 
Kabupaten Bone untuk membuat suatu perencanaan kegiatan / program 
yang akan dilaksanakan.     
Kebijakan dalam bentuk pertauran daerah sangat membantu 
pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah, karena ada acuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing – 
masing sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan fungsi 
koordinasi tersebut.  Salah satunya adalah dilaksanakannya Forum SKPD 
sebelum masuk ke tahap proses Musrenbang tingkat kabupaten.  Forum 
SKPD ini di atur pada  Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone, 
sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Bappeda dan Statistik Kabuapten 
Bone.   
Menurut Muhammad Tang, S.Sos, M.Si Kepala Bidang Perencanaan 
Fisik dan Prasarana bahwa :  
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“adanya kebijakan yang sudah ditetapkan dalam hal ini misalnya 
Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 Tentang Musrenbang Kabupaten 
Bone, sangat mendukung dan mengikat kami sebagai badan 
perencana untuk melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam 
peraturan itu misalnya Forum SKPD yang sebelumnya tidak pernah 
kita lakukan dan tahun ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar, 
dan Insya Allah tahun depan akan jauh lebih baik lagi.” (Wawancara 
hari Selasa 20 Maret 2012).   
 
 
4.3.4. Pemahaman Antar SKPD 
Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten 
Bone yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Statistik adalah pemahaman 
SKPD terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan.   
Namun dalam pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan 
pembangunan daerah masih ada beberapa SKPD belum memahami betapa 
pentingnya koordinasi ini misalnya rapat koordinasi hanya mengirim atau 
mengutus bawahannya untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut.  
Kehadiran kepala dinas dalam pelaksanaan rapat koordinasi sangat 
menentukan apa yang akan dilakukan dalam penyusunan rencana 
pembangunan daerah.  Selain itu, kehadirannya sangat diperlukan untuk 
mengetahui permasalahan – permasalahan  yang dihadapi oleh instansinya 
sehingga bisa dicarikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.   
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Namun kenyataannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa kehadiran SKPD yang hanya diwakili oleh instansinya saja kerap 
terjadi pada saat proses pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan 
pembangunan daerah di Kabupaten Bone.  Sebagai contoh pada saat 
penulis menghadiri forum SKPD pada bidang Sektor Pertanian dan Ekonomi 
Kerakyatan pada bulan maret tahun 2012 di Aula Islamic Centre Kabupaten 
Bone yang lalu terdapat beberapa SKPD yang hanya diwakili oleh stafnya 
saja.  Selain itu, terdapat beberapa SKPD dan peserta forum yang berasal 
dari berbagai instansi yang meninggalkan tempat dimana berlangsungnya 
Forum SKPD sebelum forum tersebut selesai.  Sehingga pelaksanaan Forum 
SKPD pada bidang tersebut tidak selesai sesuai dengan apa yang 
diharapkan.   
Menurut Kepala Bidang Perencanaan Kelembagaan dan Pelayanan 
Publik, Tahir M, S.Pd bahwa : “kehadiran beberapa SKPD pada saat rapat 
koordinasi yang hanya diwakili oleh stafnya saja membuktikan bahwa 
beberapa SKPD tidak memahami betapa pentingnya pelaksanaan rapat 
tersebut untuk melaksanakan kegiatan / program yang akan dilaksanakan.  
(Wawancara hari Selasa 20 Maret 2012).   
Untuk itu, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone berusaha untuk 
meningkatkan komunikasi dengan beberapa SKPD dalam memberikan 
pemahaman mengenai pentingnya fungsi koordinasi dalam proses 
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perencanaan pembangunan daerah serta kehadiran kepala dinas pada saat 
pelaksanaan rapat koordinasi.  Sehingga ke depan pelaksanaan rapat 
koordinasi betul – betul dapat terlaksana dengan baik dengan kehadiran 
seluruh pimpinan SKPD sehingga apa yang di rencanakan untuk memajukan 
pembangunan daerah di Kabupaten Bone dapat terwujud.     
  
4.3.5. Keterampilan Teknologi dan informasi 
Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik tidak cukup kalau hanya 
didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi, akan tetapi juga harus didukung 
dengan keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa menjalankan 
dan mengfungsikan fasilitas – fasilitas yang tersedia dengan baik.   
Keterampilan teknologi dan informasi bagi aparat perencana sangat 
berpengaruh dan dipentingkan dalam pelaksanaan fungsi koordinasi 
perencanaan pembangunan daerah.  Selain mampu menjalankan fasilitas – 
fasilitas yang tersedia, juga diharapkan mempunyai keterampilan dalam 
membangun suatu komunikasi yang baik dengan beberapa instansi 
pemerintahan sehingga proses koordinasi tetap dapat berjalan dengan baik.  
Tanpa adanya keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka 
proses koordinasi akan terhambat.   
Namun keterampilan yang dimiliki oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone cenderung masih kurang.  Hal ini terlihat pada pemanfaatan 
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teknologi dan informasi masih terbatas, sehingga menghambat pelaksanaan 
fungsi koordinasi dalam merencanakan kegiatan / program pembangunan.  
Selain itu, pengelolaan website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten 
Bone yang dikelola oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone juga belum 
maksimal dilakukan, sehingga penyebaran informasi mengenai perencanaan, 
pelaksanaan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah akan 
terhambat.   
Untuk itu, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone berupaya untuk 
meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh staffnya untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi sebagai aparat perencana melalui pelatihan – pelatihan, dan 
kursus – kursus dalam memanfaatkan teknologi yang ada.   
 
4.3.6. Sarana Dan Prasarana 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sebagai salah satu organisasi 
pemerintah yang bergerak dibidang perencanaan pembangunan daerah 
sudah selayaknya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.  
Dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dari tahun ke tahun, 
menuntut semakin disediakannya fasilitas kerja yang mendukung guna 
kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban oleh aparat perencana 
terutama dalam proses pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan 
pembangunan daerah.   
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Menurut Sekretaris Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, 
H.Kaharinuddin, S.Sos, M.Si bahwa :  
“salah satu yang menghambat kami dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi kami di Bappeda adalah ketersediaan sarana dan prasarana 
yang masih kurang, ada beberapa ruangan yang masih ditempati dua 
kepala bidang dan itu sangat tidak efektif dalam pelaksanaan tugas.  
Bahkan diruangan saya masih disatukan dengan Kasubag dan itu 
menurut saya kurang efektif, selain itu, beberapa fasilitas juga masih 
dianggap masih kurang, seperti komputer, dan kami sudah 
mengusulkan namun belum terealisasi karena faktor dana yang 
terbatas. Fasilitas di Bappeda yang cukup efektif hanya ruang rapat 
yang sudah saya setting untuk kenyamanan dalam pelaksanaan rapat 
bersama SKPD dan instansi pemerintah lainnya. ” (Wawancara, pada 
hari Rabu, 28 Maret 2012) 
 
Namun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone dinilai masih kurang dalam melaksanakan tugas sebagai 
perencana.  Hal ini terlihat pada beberapa ruangan yang dimiliki oleh 
Bappeda dan Statistik yang ditempati dua kepala bidang sekaligus yaitu, 
Bidang Statistik dan Bidang Perencanaan Kelembagaan Publik.  Selain itu 
fasilitas yang ada di dalamnya juga dianggap masih kurang, seperti sarana 
komputer yang hanya terdapat satu unit bahkan sampai pada saat data ini 
diambil masih ada ruangan Kepala Bidang yang tidak dilengkapi dengan 
sarana komputer  yaitu Bidang Pengendalian dan Evaluasi serta Bidang 
Perencanaan dan Penganggaran Publik / Pembangunan. (Data Sekunder 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sampai pada bulan April Tahun 
2012).   
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Gambar 4.3. Ruang rapat Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
Terkait faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan, berikut digambarkan 
tabel analisis data pada Tabel 4.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A. Fahrul Islam : Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone 
(Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah), 2012 
Prog. Kerjasama Ilmu Pemerintahan, FISIP UNHAS 
 
 
Tabel 4.6. 
Analisis Data Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 
Pelaksanaan Fungsi Koordinasi proses Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Bone 
 
No Uraian Sumber Informasi Penilaian 
(1) (2) (3) (4) 
1 
Tingkat pendidikan 
aparat Bappeda 
dan Statistik 
Kabupaten Bone  
 
Wawancara 
Sekretaris Bappeda 
dan Statistik 
Kabupaten Bone 
Tingkat pendidikan aparat perencana di 
Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
sebagian besar sudah berpendidikan S1 
2 
Kepemimpinan 
Kepala Bappeda 
 
Kabid Statistik 
Kepala Bappeda dan Statistik sangat aktif 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
dan mampu melibatkan beberapa aparat 
pemerintah baik SKPD, maupun lembaga 
legislatif dalam proses musrenbang dan 
senantiasa menjalin hubungan 
komunikasi dengan seluruh kepala bidang 
3 
Kebijakan 
Peraturan Daerah 
 
Kabid Perencanaan 
Fisik dan 
Prasarana 
adanya kebijakan yang sudah ditetapkan 
misalnya Peraturan Daerah No 8 Tahun 
2008 Tentang Musrenbang Kabupaten 
Bone, merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan dan semua harus 
mentaatinya 
4 
Pemahaman Antar 
SKPD 
 
Kabid Perencanaan 
Kelembagaan dan 
Pelayanan Publik 
belum memahami betapa pentingnya 
koordinasi dalam proses perencanaan 
misalnya rapat koordinasi hanya mengirim 
atau mengutus bawahannya untuk 
menghadiri rapat koordinasi tersebut 
 
5 
Keterampilan dan 
Pengalaman Aparat 
 
 
pemanfaatan teknologi dan informasi 
masih terbatas, serta pengelolaan website 
yang dimiliki oleh Bappeda dan Statistik 
Kabupaten Bone juga belum maksimal 
 
6 
Sarana Dan 
Prasarana 
 
Sekretaris Bappeda 
dan Statistik 
Kabupaten Bone 
ada beberapa ruangan yang masih 
ditempati dua kepala bidang, serta 
fasilitas juga masih dianggap masih 
kurang, seperti komputer 
Sumber : Hasil Analisis Data Primer dan Data Sekunder, 2012 
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Berdasarkan hal tersebut di atas maka faktor – faktor yang 
mempengaruhi tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone 
dalam pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan daerah 
terdiri atas dua, yaitu faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat 
pelaksanaan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan.   
Tabel 4.7. berikut menggambarkan penilaian hasil akhir faktor yang 
mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan.   
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Tabel 4.7. 
Penilaian Hasil Akhir Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan 
Fungsi Koordinasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bone 
 
No Faktor Yang Berpengaruh Penilaian Hasil  
(1) (2) (3) 
1 Faktor Pendukung 
Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah di Kabupaten Bone sangat didukung oleh faktor :   
1. Tingkat pendidikan aparat Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone  
2. Kepemimpinan Kepala Bappeda  
3. Kebijakan Peraturan Daerah 
Faktor tersebut mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, dimana tingkat pendidikan yang 
dimiliki oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone sebagian besar 
sudah sarjana (S1), Selain itu, kepemimpinan Kepala Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone sangat mendukung dimana senantiasa aktif 
dalam pelaksanaan tugas dan mampu menghadirkan aparat pemerintah, 
baik SKPD maupun lembaga legislatif daerah.  Selain itu hubungan kerja 
senantiasa berjalan dengan baik.  Terakhir, adanya kebijakan peraturan 
daerah yang juga mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi sehingga 
tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan fungsi koordinasi tersebut. 
2 Faktor Penghambat 
Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan 
daerah di Kabupaten Bone dihambat oleh faktor :  
1. Pemahaman Antar SKPD 
2. Keterampilan dan Pengalaman Aparat 
3. Sarana Dan Prasarana 
Faktor tersebut menghambat pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah, dimana pemahaman antar SKPD 
dinilai masih kurang dalam proses koordinasi terlihat pada saat konsultasi 
publik (Forum SKPD).  Selain itu, keterampilan dan pengalaman kerja 
yang dimiliki oleh aparat Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone juga 
dinilai masih kurang walaupun tingkat pendidikannya terbilang tinggi 
namun keterampilan dan pengalaman yang dimiliki masih kurang, terlihat 
pada pengelolaan website masih jalan ditempat. Terakhir adalah 
mengenai sarana dan prasarana.  Hal ini merupakan faktor yang 
menghambat secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan 
Statistik Kabupaten Bone, karena jumlah sarana dan prasarana terbatas 
sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dan Statistik cenderung 
terhambat terutama dalam hal pemberian informasi dan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan / program.  
Sumber : Hasil Analisis Data Primer dan Data Sekunder, 2012 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1 Kesimpulan  
Dari penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan fungsi koordinasi 
perencanaan pembangunan daerah, dapat disimpulkan :  
1. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah 
Terkait pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda 
dan Statistik Kabupaten Bone dalam proses perencanaan 
pembangunan daerah, sudah menunjukkan keberhasilannya dimana 
terdapat usaha – usaha yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi 
koordinasi tersebut, diantaranya :  
a. Pelaksanaan rapat koordinasi dalam hal ini Musrenbang yang 
dimulai dari tingkat desa, kemudian masuk ke tingkat kecamatan, 
kemudian forum SKPD sampai pada tingkat Musrenbang 
Kabupaten sudah dilaksankan oleh Bappeda dan Statistik dengan 
melibatkan semua komponen – komponen yang ada di Kabupaten 
Bone.   
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b. pemberian informasi dan laporan yang dilakukan oleh Bappeda 
dan Statistik Kabupaten Bone sudah terlaksana dengan baik, 
dimana semua unsur mendapatkan informasi perencanaan dan 
laporan hasil pelaksanaan kegiatan / program melalui rapat 
monitoring, persuratan maupun bentuk – bentuk resmi lainnya.  .   
c. Kesepakatan dan komitmen, berawal dari proses musrenbang 
dimana usulan yang dianggap prioritas melalui sistem skoring 
yang kemudian menjadi acuan SKPD dalam menyusun draft 
rencana kerja sebelum masuk pada konsultasi publik atau Forum 
SKPD yang selanjutnya dibahas pada kegiatan musrenbang 
kabupaten. .   
d. Hubungan Kerja Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone dengan 
instansi / dinas terkait, sudah berjalan cukup baik, dimana dalam 
proses pelaksanaan musrenbang kecamatan, Bappeda beserta 
sejumlah SKPD terjun langsung dalam mengkoordinir pelaksanaan 
musrenbang tersebut.   
2. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam proses pelaksanaan fungsi 
koordinasi perencanaan pembangunan daerah. 
a. Keterbukaan Informasi Perencanaan, Baik Rencana 
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Daerah dan Anggaran.   
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Menunjukkan hasil yang transparan (terbuka) melalui beberapa 
penjelasan – penjelasan mengenai indikator pembangunan, 
program prioritas dan rincian anggaran sehingga semua unsur 
yang terlibat di dalamnya dapat mengetahui program / kegiatan 
yang akan dilaksanakan dan menerima bagi siapa saja yang 
membutuhkan data dan informasi mengenai rencana program / 
kegiatan dalam pembangunan. 
b. Penyebaran Informasi Dalam Kegiatan Pembanguan Daerah 
Penyebaran informasi melalui beberapa media cukup baik, antara 
lain melalui media cetak, telepon / fax, bentuk persuratan maupun 
bentuk resmi lainnya sudah dapat dilaksanakan.  Sedangkan 
penyebaran informasi melalui situs internet dinilai masih kurang, 
karena Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone tidak dapat 
mengelola situs tersebut dengan baik sehingga akses informasi 
perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan pembangunan 
melalui internet menjadi terhambat.   
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi 
Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang 
dilakukan oleh Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, yang terdiri 
atas dua faktor, yaitu :  
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a. Faktor pendukung, terdiri dari tingkat pendidikan aparat perencana 
cukup tinggi, kemudian dukungan dinas daerah yang cukup 
mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, kemudian 
kepemimpinan Kepala Bappeda dan Statistik yang berwibawa 
mampu membangun kerjasama tim dalam proses perencanaan, 
serta adanya kebijakan daerah (perda) yang menjadi patokan 
dalam melaksanakan fungsi tersebut.   
b. Faktor penghambat, terdiri dari kurangnya pemahaman SKPD 
terkait pentingnya kehadiran pimpinan SKPD dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah.  Selain itu, rendahnya 
keterampilan teknologi dan informasi yang dimiliki aparat 
perencana, serta penyediaan sarana dan prasarana yang dianggap 
masih kurang.     
5.2. Saran  
Adapun hal – hal yang perlu disarankan sesuai dengan temuan 
penelitian, adalah :  
1. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta 
tepat sasaran, Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone supaya 
meningkatkan koordinasi dengan Dinas dan Instansi vertikal di daerah 
melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah 
dilaksanakan. 
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2. Penyebaran informasi melalui situs internet agar senantiasa 
ditingkatkan pengelolaannya, agar informasi perencanaan dan 
pelaksanaan program / kegiatan dapat diakses seluruh masyarakat 
Kabupaten Bone.   
3. Berdasarkan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 
koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, agar 
senantiasa meningkatkan apa yang menjadi kekurangan selama ini, 
sehingga dalam pelaksanaan fungsi koordinasi berikutnya dapat 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan.   
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 2004 
TENTANG 
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang   :        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha 
Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah 
mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-
cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, 
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; 
b. bahwa pemerintahan negara Indonesia 
dibentuk untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia; 
c. bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah 
menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan 
itu serta mengisinya dengan pembangunan 
yang berkeadilan dan demokratis yang 
dilaksanakan secara bertahap dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat   :          
berkesinambungan; 
d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan 
pembangunan berjalan efektif, efisien, dan 
bersasaran maka diperlukan perencanaan 
pembangunan Nasional;  
e. bahwa agar dapat disusun perencanaan 
pembangunan Nasional yang dapat menjamin 
tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem 
perencanaan pembangunan Nasional;  
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-
undang tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
 
1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 
20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, 
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM 
PERENCANAAN                          
PEMBANGUNAN NASIONAL 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan: 
1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan 
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 
denganmemperhitungkan sumber daya yang tersedia. 
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh 
semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara. 
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan 
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 
Pusat dan Daerah. 
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya 
disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 
20 (dua puluh) tahun. 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya 
disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 
5 (lima) tahun. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana 
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah 
dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 
5 (lima) tahun. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, 
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 
8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen 
perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  
10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen 
perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen 
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perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 
Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.  
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 
17.  Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan 
instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan 
perUndang-undangan lainnya.  
18. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu 
Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
19. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa 
Kementerian /Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah.   
20. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah 
sekumpulan rencana kerja terpadu antar-
Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. 
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 
disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam 
rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan 
rencana pembangunan Daerah. 
22. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional.  
23. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan 
pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota 
adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Kepala Bappeda.  
 
BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 
Pasal 2 
1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan 
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
Nasional. 
2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara 
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap 
terhadap perubahan. 
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3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan 
berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. 
4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 
a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi 
baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi 
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 
c.  menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,  dan 
pengawasan;  
d.  mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 
e.  menjamin tercapainya penggunaan sumber daya 
secaraefisien, efektif, berkeadilan,  dan berkelanjutan. 
 
BAB III 
RUANG LINGKUP 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
Pasal 3 
1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup 
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi 
pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara 
terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 
2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan 
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh 
Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.  
3)  Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menghasilkan: 
a. rencana pembangunan jangka panjang;  
b. rencana pembangunan jangka menengah; dan 
c. rencana pembangunan tahunan.  
 
Pasal 4 
1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan 
dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah 
pembangunan Nasional.   
2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada 
RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan 
Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga 
dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas 
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup 
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  
3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat 
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro 
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal, serta program 
Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, 
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif.  
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Pasal 5 
1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan 
Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 
2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman 
pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, 
memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi 
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif.  
3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan 
mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi 
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. 
 
Pasal 6  
1) Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan 
berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.   
2) Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan 
mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu 
indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan  kegiatan 
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 
Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat.  
 
Pasal 7 
1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai 
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.  
2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra 
SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat.  
 
BAB IV 
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
Pasal 8 
Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: 
a. penyusunan rencana; 
b. penetapan rencana; 
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan 
d. evaluasi pelaksanaan rencana. 
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Pasal 9  
1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: 
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 
b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan 
c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.  
2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD 
dilakukan melalui urutan kegiatan: 
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 
b. penyiapan rancangan rencana kerja; 
c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan 
d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.  
 
BAB V 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA 
Bagian Pertama 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Pasal 10 
1) Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional. 
2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.  
3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.   
 
 
 
Pasal 11 
1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP 
dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan 
mengikutsertakan masyarakat. 
2) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang 
Nasional. 
3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka 
Panjang Daerah. 
4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling 
lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang 
sedang berjalan. 
 
Pasal 12 
1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional 
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4). 
2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah 
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).  
 
Pasal 13 
1) RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang.  
2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Bagian Kedua 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Pasal 14 
1)  Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai 
penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam 
strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program 
prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang 
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal.  
2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah 
sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 
Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan 
umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan 
keuangan Daerah.  
 
Pasal 15 
1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan 
Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 
berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).   
2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan 
menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.  
3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan 
rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).  
4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan 
menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.   
 
Pasal 16 
1) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi bahan bagi 
Musrenbang Jangka Menengah. 
2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka 
menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara 
Negara dan mengikutsertakan masyarakat.  
3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah 
Nasional. 
4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka 
Menengah Daerah.   
 
Pasal 17 
1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilaksanakan paling 
lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik. 
2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dilaksanakan paling 
lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.   
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Pasal 18 
1) Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional 
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). 
2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah 
berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).  
 
Pasal 19 
1) RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.  
2) Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan 
Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM 
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.  
4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
 
Bagian Ketiga 
Rencana Pembangunan Tahunan 
Pasal 20 
 
1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran 
dari RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (1).   
2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai 
penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (3). 
 
Pasal 21 
1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan 
Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 
mengacu kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-KL 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).   
2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP 
dengan menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  
3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja- 
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 
mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada 
Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(4).  
4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan 
RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).  
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Pasal 22 
1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (4) menjadi bahan bagi Musrenbang.   
2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD 
diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.   
3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. 
4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan 
RKPD.   
Pasal 23 
1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April. 
2) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan 
Maret.  
Pasal 24 
1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil 
Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1). 
2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD 
berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (2).   
Pasal 25 
1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN. 
2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. 
 
 
Pasal 26 
1) RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 
2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
 
Pasal 27 
1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP 
Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan 
pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP 
Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD 
dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan 
Daerah. 
 
BAB VI 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN 
RENCANA 
Pasal 28 
1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan 
oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah.   
2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil 
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari 
masingmasing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 
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Pasal 29 
1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja 
pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga 
periode sebelumnya.  
2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi 
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah periode sebelumnya. 
3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana 
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan 
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).  
4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
bahan bagi penyusunan rencana pembangunan 
Nasional/Daerah untuk periode berikutnya. 
 
Pasal 30 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
 
 
 
BAB VII 
DATA DAN INFORMASI 
Pasal 31 
Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi 
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.   
 
BAB VIII 
KELEMBAGAAN 
Pasal 32 
1) Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas 
Perencanaan Pembangunan Nasional. 
2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.  
3) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan 
perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya.  
4) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan 
pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan.  
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Pasal 33 
1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab 
atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. 
2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan 
Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.  
3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan 
perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan 
kewenangannya. 
4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan 
antarkabupaten/kota.   
 
BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 34 
1) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-
undang  ini ditetapkan, penyusunan RPJM Nasional tetap 
mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan 
mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali 
ditentukan lain dalam peraturan perUndang-undangan.   
2) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-
undang  ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap 
mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan 
mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali 
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.    
3) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Undang – 
undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap 
mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan 
mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali 
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. 
 
BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 35 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional menurut Undang-
undang ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
diundangkannya Undang-undang ini.   
 
Pasal 36 
Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan 
Undangundang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 
Undangundang ini diundangkan.   
Pasal 37 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE 
NOMOR 08 TAHUN 2008 
TENTANG 
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DAERAH 
KABUPATEN BONE 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BONE, 
Menimbang                      : a. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka perlu 
menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) secara berjenjang di mulai dari Tingkat Desa / 
Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah Kabupaten 
Bone. 
Mengingat                        : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822) ; 
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
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Peraturan Perundang – undangan (Lembara Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3848); 
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- 
Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 4548).  
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah    
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa              
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ); 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 Tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang–Undangan; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa; 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang 
Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan. 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE 
dan 
BUPATI BONE 
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MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan                     : PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) 
DAERAH KABUPATEN BONE 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bone. 
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Camat. 
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa, dan Perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
10. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah suatu pertemuan masyarakat Desa/ Kelurahan yang 
bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi / usulan kegiatan serta 
memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat Desa/ Kelurahan. 
11. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program 
pembangunan di Desa/Kelurahan mulai dari identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan 
oleh para pelaku pembangunan. 
12. Pembangunan adalah proses perubahan yang lebih baik dan terencana bagi kepentingan 
masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan. 
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13. Dusun/Kampung atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah kerja kepala desa atau 
disebut dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah, di 
wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah Daerah. 
14. Rukun warga atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan 
merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah 
kerjanya yang ditetapkan Pemerintah Kelurahan. 
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Rukun warga adalah suatu forum pertemuan masyarakat di tingkat dusun atau rukun warga. 
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ kelurahan (Musrenbang) adalah forum tahunan 
oleh masyarakat Desa/Kelurahan dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan 
masyarakat dilakukan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan untuk semua Stakeholders 
dalam mengatasi masalahmasalah pembangunan, dan menentukan proiritas pembangunan 
berdasarkan RPJMD dan RKP Desa/ Kelurahan. 
17. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD, 
adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 
Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. 
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bone. 
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa. 
21. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang 
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. 
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan 
BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
23. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan 
ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan perioritas dari desa/kelurahan serta 
menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai 
dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Kabupaten pada tahun berikutnya. 
24. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas 
sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan 
pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai 
upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD 
terkait. 
25. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan 
rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara 
meninjau keserasian antara rancangan Rencana Kerja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk 
pemutakhiran Rancangan RKPD.  
 
 
BAB II 
TUJUAN MUSRENBANG 
Pasal 2 
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Tujuan MUSRENBANG adalah : 
1) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Desa/ Kelurahan. 
2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Desa/ Kelurahan secara tepat dan mudah. 
3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap 
permasalahan berbagai bidang pembangunan  dengan menemukan, menganalisis dan 
menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
sebagai bahan penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa/ Kelurahan ). 
4) Sebagai dasar penetapan prioritas yang dibahas di Kecamatan melalui forum antar Desa 
maupun antar Kelurahan sebagai Rancangan Bahan Penyusunan  Rencana Kerja Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Kabupaten. 
5) Meningkatkan Keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada 
kemampuan dan kemandirian masyarakat. 
6) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan.   
 
 
BAB III 
PRINSIP-PRINSIP MUSRENBANG DESA / KELURAHAN 
Pasal 3 
Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan 
adalah pemberdayaan (empowerment), keterbukaan (tranparancy), akuntabilitas (accountability), 
keberlanjutan (sustainibility), partisipasi (partisipatory), efisiensi dan aspirasi.   
BAB IV 
PARA PELAKU / PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG 
DI DESA / KELURAHAN 
Bagian Pertama 
Pelaku / Peserta Musrenbang Desa / Kelurahan 
Pasal 4 
1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dihadiri Lembaga Kemasyarakatan ( LKMD / 
LPM atau sebutan lain), BPD, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Perempuan, PKK, Kelompok 
Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP,UED,SP),Tokoh Masyarakat 
Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan, Anggota DPRD, RT,RW, Kepala 
Dusun/ Kampung atau sebutan lain; 
2) Dari Pelaku Musrenbang sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk peserta perempuan 
diupayakan hadir 30 ( tiga puluh ) persen dari jumlah peserta musrenbang yang hadir dan 
diundang baik Tingkat Desa/Kelurahan; 
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3) Pelaku Musrenbang berhak memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang 
perencanaan, kegiatan dan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan masyarakat Desa 
yang sejahtera Mandiri, Dinamis dan Maju. 
 
Bagian Kedua 
Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan 
Pasal 5 
1) Kepala Desa / Lurah ( Ketua dan Para Anggota BPD ), Komponen Masyarakat (RT,RW,Kepala 
Dusun, Kampung) LKMD / LPM atau sebutan  lain merangkap sebagai koordinator pelaksana 
Musrenbang Desa / Kelurahan.  
2) Para narasumber tersebut memfasilitasi masyarakat Desa sesuai dengan  kapasitas yang dimiliki 
guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera mandiri, dinamis dan maju. 
3) Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Kabupaten Bone. 
 
BAB V 
PENDEKATAN METODOLOGI PERENCANAAN 
Pasal 6 
1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan 
untuk masyarakat ( DOUM ) serta pendekatan bawah atas (botton – up ). 
2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dapat 
menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ( P3MD ), 
Rapid Rural Appaisal ( RRA ), Participatory Rural Apparraisal ( PRA ), Focus Group Discussion   
( FGD ), Ziel Oriented Project Planning ( ZOOP ), dan Streght Weakness Opportunity Threath      
( SWOT ). 
 
BAB VI 
MEKANISME MUSRENBANG DESA / KELURAHAN 
Pasal 7 
1) Musrenbang Desa/ Kelurahan dilaksanakan pada bulan januari dan februari yang diawali dengan 
musyawarah tingkat Dusun/ Rw/kampong atau sebutan lain yang bertujuan untuk menggali 
gagasan tingkat dusun/ Rw/kampung atau sebutan lain. 
2) Musyawarah Desa/ Kelurahan ( Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa/ 
Kelurahan (RPJM Desa/ Kelurahan ), kinerja Implementasi rencana tahun berjalan serta 
masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang 
dihadapi. 
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3) Narasumber sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi 
untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa/ Kelurahan dalam rangka proses pengambilan 
keputusan dan hasil Musrenbang Desa/ kelurahan.   
4) Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu : 
a. Tahap Persiapan meliputi : 
1. Masyarakat di tingkat Dusun, RW dan Kelompok-kelompok masyarakat ( seperti 
kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/Rembung. 
2. Kepala Desa/ Lurah menetapkan Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan, 
yang melakukan penyusunan jadwal dan agenda, dan Desa/ Kelurahan,mengumumkan 
secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 
7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan / atau 
diundang, membuka pendaftaran dan/ atau mengundang calon peserta Musrenbang 
Desa/ Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan bahan/ materi serta notulen untuk 
Musrenbang Desa/ Kelurahan. 
b.  Tahap Pelaksanaan, meliputi : 
1. Pendaftaran Peserta. 
2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan Pembangunan di Kecamatan yang 
bersangkutan. 
3. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan 
memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya. 
4. Pemaparan Kepala Desa/ Kelurahan atas prioritas program / kegiatan untuk tahun 
berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen rencana pembangunan jangka 
menengah ( RPJM) Desa dan Kelurahan oleh kepala Desa/ Kelurahan. 
5. Penjelasan Kepala Desa tentang Informasi Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Desa dan 
dilanjutkan Penjelasan dari koordinator Musrenbang (Ketua LKMD/LPM atau sebutan 
lain) tentang tata cara pelaksanaan Musyawarah. 
6. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh Masyarakat Desa atau Kelurahan oleh 
beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya; Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, 
Kepala Dusun dan lain-lain.  
7. Pemisahan kegiatan berdasarkan ; 
a)  Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri ditingkat Desa / Kelurahan, ; 
b) Kegiatan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja Perangkat Daerah yang 
akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan. 
8. Perumusan para peserta tentang Prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai 
cara mengatasi masalah, oleh peserta; 
9. Penetapan Prioritas Kegiatan Pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan 
potensi serta permasalahan di Desa / Kelurahan; 
10. Penetapan Daftar Nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Desa 
/ Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dalam komposisi selegasi 
tersebut terdapat perwakilan perempuan.   
c. Tahap Pelembagaan. 
1. Pengesahan, Pengusulan dan Singkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan 
kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan, penyepakatan 
program swakelola / swadaya dilakukan melalui Firum warga tingkat RT / RW, Dusun / 
Kampung. Penyepakatan program yang diusulkan untuk biaya dari DASK Dinas / Badan / 
Kantor di Kabupaten atau Kemitraan kerja sama pihak ke III dilakukan melalui Forum 
antar kelurahan atau Forum antar desa (FAK dan FAD). 
2. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, 
bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap 
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dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling 
memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemasyarakatan hasil musyawarah 
perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui forum/ pertemuan 
warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus 
program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasika kepada lembaga donor, LSM 
dan Pengusaha potensi guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerjasama. 
 
BAB VII 
HASIL MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN 
Pasal 8 
1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan menghasilkan : 
a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dihasilkan sendiri oleh Desa/ kelurahan yang 
bersangkutan;  
b. Daftar yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun 
pendanaan lainnya; 
c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatanuntuk dibiayai melalui DASK 
kabupaten dan DASK Provinsi; 
d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/ kelurahan 
pada forum Musrenbang Kecamatan; 
2) Perencanaan pembangunan Desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah kabupaten; 
3) Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun secara berjangka yaitu : 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima 
tahun) yang ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan daerah; 
b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 ( satu tahun) yang 
ditetapkan dalam keputusan Desa berpedoman pada peraturan Daerah. 
4) Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan sebagaimana pada ayat (1) diatas didasarkan 
pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan seperti profil-profil 
Desa/ Kelurahan yang mencakup; penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata 
laksana pemerintah desa, keuangan desa, profil desa, dan informasi lain terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.  
 
BAB VIII 
PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSRENBANG 
DESA/ KELURAHAN 
Pasal 9 
1) Peran lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan dalam musrenbang desa/ kelurahan meliputi : 
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a. Mensosialisasikan kegiatan Musrenbang Desa/ kelurahan kepada seluruh warga Kelurahan/ 
Desa sampai ditingkat RT/ RW, Dusun, Kampung; 
b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga rangka Musrenbang Desa/ Kelurahan mulai dari 
identifikasi masalah dan potensi masyarakat sampai dengan pemasyarakatan hasil 
Musrenbang Desa/Kelurahan; 
c. Menyusun draf usulan program Pembangunan Kelurahan dan Desa; 
d. Mengkonsultasikan draf usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis yang 
dibentuk oleh Kepala Daerah (Bupati) yang terdiri dari SATKER (Dinas, Kantor, Badan di 
Kabupaten) dalam rangka sinkranisasi dan penyempurnaan; 
e. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pembangunan 
Desa/Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh kepada Desa/Lurah dan BPD; 
f. Bersama pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD memperjuangkan sebagian hasil 
Musrenbang Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa//Lurah agar masuk 
daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui Forum Musyawarah antar Kelurahan 
(FAK) atau Forum Musyawarah antar Desa (FAD); 
g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum 
perkotaan / pedesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Kabupaten. 
2)  Peran Kepala Desa / Lurah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi : 
a. Memberikan dukungan pemberdayaan Musrenbang Desa/Kelurahan; 
b. Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan berbagai 
instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan; 
c. Mengkoordinasikan fasilitas penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan; 
d. Bersama-sama lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kecamatan memperjuangkan 
masyarakat sekecamatan melalui FAK atau FAD; 
e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum 
Perkotaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang 
lolos seleksi FAK/FAD) dalam Musrenbang. 
3) Peran Pengurus PKK, RT/RW, Karang Taruna dan lain-lain dalam Musrenbang Desa/Kelurahan 
meliputi : 
a. Mendukung kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga 
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diwilayahnya; 
b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang 
Desa/Kelurahan diwilayahnya; 
c. Menggalang swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan diwilayahnya; 
d. Memperjuangkan sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Forum Musrenbang 
Desa/Kelurahan; 
e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada seluruh warga diwilayahnya.  
4) Peran Badan Pemasyarakatan Desa dan Kelurahan dan Dewan Kelurahan (DK) dalam 
Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi: 
a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan aspirasi masyarakat; 
b. b. Bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan (LK) memperjuangkan 
sebagi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat 
sekecamatan melalui FAK atau FAD; 
c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum 
perkotaan/pedesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang 
Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK atau FAD) dalam Forum Musrenbang Kabupaten; 
d. Mengawasi Kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa/Kelurahan 
dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya anggota DPRD yang mewakili Kecamatan 
setempat. 
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5) Peran Tim Teknis dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi : 
a. Mensosialisasikan Musrenbang Desa/Kelurahan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan; 
b. Bekerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Musrenbang 
Desa/Kelurahan;  
c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan 
(LKMD/LPM) atau sebutan lain di Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang 
Desa/Kelurahan; 
d. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dengan program-
program sektoral oleh berbagai Dinas/Instansi terkait dari Kabupaten maupun dari 
Pemerintah Pusat; 
e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LK Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan 
Musrenbang Desa/Kelurahan; 
f. Mendiseminasikan pelajaran berharga (Lesson Learns) dan pengamalan keberhasilan (Best 
practices) dalam Musrenbang Desa/Kelurahan. 
6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi : 
a. Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam rencana kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Rapetada dan DASK; 
b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan; 
c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan; 
d. Menyelenggarakan FAK atau FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten 
melalui Kabupaten; 
e. Bersama-sama DPRD, mengakomodir sebagai hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam 
RKPD dan DASK; 
f. Memasukkan seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan dalam BANK Data Perencanaan 
Pembangunan yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, 
Forum perkotaan maupun pedesaan, Lembaga Donor, Perguruan Tinggi, Swasta, dll; 
g. Bersama Forum perkotaan/pedesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka 
evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya.  
7) Peran DPRD dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan : 
a. Berperan serta secara aktif dalam Forum Musrenbang Kabupaten; 
b. Memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang Kabupaten mengakomodir hasil 
Musrenbang Desa/Kelurahan secara partisipatif, aspiratif, dll; 
c. Bersama PEMDA mengakomodir hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dalam RKPD/Rapetada 
dan DASK; 
d. Mengawasi kinerja PEMDA dan Tim Teknis dalam bantuan Teknis Musrenbang 
Desa/Kelurahan; 
8) Peran Forum Perkotaan/Pedesaan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan 
a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang 
Desa/Kelurahan sekabupaten; 
b. Mengembangkan kerjasama yang sinergis dengan PEMDA, DPRD dan berbagai pelaku 
pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan; 
c. Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam 
rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Dalam FAK atau FAD, 
Musrenbang Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan 
RASK dan DASK; 
d. Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan system/model serta 
optimalisasi peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dalam 
Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota maupun Provinsi.  
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BAB IX 
POSISI DAN KAITAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DENGAN 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Pasal 10 
 
1) Posisi Musrenbang Desa/Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah: 
a. Dokumen rencana Pembangunan yang dihasilkan dalam Rencana Musrenbang 
Desa/Kelurahan merupakan bahan acuan penyusun Rancangan Rencana Kerja Satuan 
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dari tingkat Kecamatan sampai dengan Provinsi yang akan 
dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Menengah dan Jangka Panjang; 
b. Semua dokumen Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (a) ditetapkan oleh 
Bupati bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapan 
Peraturan Daerah tentang Draft Anggaran Satuan Kerja (DASK). 
2) Kaitan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah 
: 
a. Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah; 
b. Wujud dukungan Musrenbang Desa/Kelurahan dalam proses Perencanaan Pembangunan 
Daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD sebagai berikut: 
1. Data dan Informasi Potensi Sumber Daya yang dimiliki Masyarakat Desa dan Kelurahan 
sampai ditingkat RT/RW, Dasawisma (PKK). 
2. Data dan Informasi permasalahan dan kebutuhan Masyarakat Kelurahan (mencakup 
sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kemasyarakatan, sosial budaya) sampai 
tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK). 
3. Daftar usulan Program Pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan 
potensi sumber daya Masyarakat Kelurahan sampai tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK). 
4. Untuk butir 1 dan 2 mengacu pada data-data profil Desa/Kelurahan. 
3) Musrenbang Desa dan Kelurahan menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik 
temu antar kebutuhan Pembangunan Skala Daerah,Provinsi dan Nasional dengan kebutuhan 
Pembangunan Skala Lingkungan (Tingkat Desa maupun Kelurahan RT/RW). 
4) Mata Rantai Proses Musrenbang Desa/Kelurahan dalam Proses Perencanaan Pembangunan 
Daerah setiap Tahunan Anggaran adalah sebagai berikut : 
a. Ditingkat Masyarakat: Identikasi dalam Perumusan Masalah dan Kebutuhan, Analisa Potensi, 
Penentuan Prioritas dan Penyepakatan Program Swadaya melalui Forum Warga RT dan RW 
serta Kampung/Dusun dll; 
b. Ditingkat Desa/Kelurahan: Membahas dan Menyepakati Daftar Prioritas usulan untuk dibiayai 
DASK (APBD), melalui Forum Musrenbang Desa/Kelurahan;  
c. Ditingkat Kecamatan: Membahas dan Menyepakati Daftar Prioritas usulan untuk dibiayai 
DASK (APBD) melalui Forum antar Kelurahan atau Forum antar Desa (FAK dan FAD).  
d. Ditingkat Kota/Kabupaten: Membahas dan Menyepakati Daftar Prioritas usulan Masyarakat 
se-Kabupaten/Kota yang akan dibiayai DASK/APBD, melalui Forum Musrenbang Kabupaten. 
5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui Penyusunan Rancangan DASK APBD Tahunan 
oleh Tim/Panitia, yang dibentuk oleh Bupati, DASK (APBD) diajukan oleh Bupati kepada DPRD 
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setelah mendapat persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah dengan DASK (APBD) yang 
disahkan dan diundangkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah. 
 
BAB X 
SUMBER PEMBIAYAAN FORUM MUSRENBANG DESA/KELURAHAN 
Pasal 11 
Sumber Pembiayaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari : 
a. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; 
b. Alokasi Dana Desa; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
d. Swadaya Masyarakat Desa; 
e. Pihak ketiga;dan 
f. Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat 
 
BAB XI 
MUSRENBANG KECAMATAN 
Pasal 12 
1) Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan dilaksanakan serta menyepakati kegiatan lintas 
dan antar Desa/Kelurahan melalui Forum Musyawarah antar Desa maupun Kelurahan (FAK atau 
FAD) sebagai Dasar Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten pada 
tahun berikutnya. 
2) Tujuan Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) adalah untuk 
membahas dan menyepakati hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (FAK atau FAD). 
3) Masukan-masukan dalam Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 
a. Dari Desa/Kelurahan yaitu dokumentasi Rencana Pembangunan Tahunan dari masing-
masing Desa/Kelurahan, Daftar nama delegasi dari Desa/Kelurahan dan Daftar nama para 
wakil kelompok Fungsional/Asosiasi Warga, Operasi, LSM yang bekerja di Kecamatan, 
Instansi Sektor di Kecamatan, Organisasi Kelompok Nelayan, Petani dan lain-lain; 
b. Dari Kabupaten yaitu kode Kecamatan, Rioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 
mendatang serta penjelasan nama dan jumlah Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana ditentukan oleh Bapeda Kabupaten 
berikut fungsi dan program terkait.   
4) Mekanisme Kegiatan Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 
a. Tahap Persiapan, Camat menetapkan Tim Penyelenggara yang melakukan kegiatan yaitu 
mengkompilasi rioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari 
masing-masing Desa/Kelurahan, menyusun jadwal dan mengumumkan secara terbuka, 
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membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta menyiapkan peralatan dan 
bahan/materi; 
b. Tahap Pelasksanaan, meliputi: pemdaftaran peserta, pemaparan Camat tentang rioritas 
masalah Kecamatan seperti : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, dan 
pengangguran, pemaparan rioritas masalah dari Desa/Kelurahan, menurut fungsi SKPD, 
verifikasi oleh delegasi Desa/Kelurahan untuk memastikan kegiatan yang diusulkan sudah 
tercantum menurut masing-masing SKPD, pembagian serta menurut kelompok pembahasan 
berdasarkan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, berdasarkan kriteria, kesepakatan prioritas 
kegiatan pembangunan Kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD, pemaparan 
prioritas pembangunan Kecamatan dari tiaptiap Desa/Kelurahan, kelompok fungsi dihadapan 
seluruh peserta, penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk 
mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang;  
c. Kelurahan, meliputi Daftar Rioritas Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan menurut 
fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang 
Kabupaten yang akan didanai oleh DASK (APBD) yang selanjutnya daftar tersebut 
disampaikan kepada masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan oleh delegasi 
Desa/Kelurahan, terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan 
Musrenbangda, berita acara Musrenbang Kecamatan; 
d. Pemilihan delegasi masyarakat : 
1. Pendataan calon berdasarkan: Fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi fisik 
prasarana dan sosial dasar, fungsi dasar, fungsi, fungsi ekonomi kerakyatan, fungsi 
perkebunan, perikanan, dan pertanian; 
2. Calon dikelompokkan berdasarkan fungsi; 
3. Pilih 1 orang calon dari masing-masing kelompok fungsi; 
4. Calon terpilih dikelompokkan fungsi akan menjadi delegasi Kecamatan untuk mengikuti 
Forum, SKPD dan Musrenbang Kabupaten;  
e. Tata cara pemilihan : 
1. Setiap peserta mempunyai hak untuk dicalonkan; 
2. Peserta yang telah dicalonkan tidak mempunyai hak suara; 
3. Hak suara untuk memilih akan diwakili oleh 1 orang wakil dari Desa; 
4. Setiap wakil Desa memiliki hak 1 suara untuk memilih di masing - masing fungsi. 
f. Narasumber : 
1. Dari Kabupaten, Anggota DPRD, Bapeda, BPM/atau sebutan lain, perwakilan SKPD dari 
Kabupaten, Kepala-Kepala Cabang SKPD di Kecamatan (ISK), Kepala-kepala Unit di 
Kecamatan; 
2. Dari Kecamatan, Camat, Aparat Kecamatan, LSM, Para Ahli atau Profesional yang 
dibutuhkan.  
5) Tugas Tim Penyelenggara Kegiatan Forum Musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Merekapitulasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan; 
b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang; 
c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat; 
d. Daftar Peserta Musrenbang; 
e. Membantu delegasi Kecamatan dan mengajarkan tugasnya di Forum SKPD dan 
Musrenbang Kabupaten; 
f. Merangkum Daftar Rioritas Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan untuk dibahas 
pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten; 
g. Merangkum Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan (memuat rioritas kegiatan dan daftar 
delegasi); 
 
 
 
 
 
 
A. Fahrul Islam : Analisis Tentang Tugas Dan Fungsi Bappeda Dan Statistik Kabupaten Bone 
(Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah), 2012 
Prog. Kerjasama Ilmu Pemerintahan, FISIP UNHAS 
 
 
h. Pemilihan yang bersangkutan sebagai refrensi mereka dalam Forum Pembahasan Panitia 
Anggaran DPRD; 
i. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang kepada Anggota DPRD. 
6) Tugas delegasi dalam kegiatan forum musyawarah Stakeholders Kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Membantu Tim Penyelenggara Menyusun Daftar Rioritas Kegiatan Pembangunan; 
b. Memperjuangkan Rioritas Kegiatan Pembangunan Kecamatan di Forum SKPD dan 
Musrenbang Kabupaten; 
c. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan delegasi dari 
Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas-Poklmas); 
d. Mendiskusikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan Anggota dari Wilayah 
Pemilihan Kecamatan bersangkutan. 
 
BAB XII 
FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ FORUM SKPD KABUPATEN 
Pasal 13 
1) Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari 
kecamatan: kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta 
Renstra SKPD. 
2) Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD serta jadual acara pelaksanaannya ditentukan dan 
dikoordinasikan Bappeda. 
3) Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD pada: 
a. Fungsi-fungsi pelayanan dasar pemerintahan daerah seperti: pendidikan dasar, kesehatan, 
prasarana, dan dukungan kegiatan ekonomi masyarakat; dan 
b. SKPD yang mengemban fungsi yang berkaitan dengan prioritas program-program 
pembangunan kabupaten tersebut. Sebagai contoh: Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD 
Kesehatan, Forum Gabungan SKPD Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan lain-lain 
sebagainya.  
4) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD atau 
Forum Gabungan SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum /Musrenbang. 
5) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD dan atau 
Forum Gabungan SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. 
6) Hasil Forum SKPD adalah: 
a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang 
dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, 
APBD Provinsi dan APBN; 
b. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk mengikuti 
pembahasan musrenbang tahunan kabupaten.  
7) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong pasipasi 
masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten. 
8) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu 
dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten. 
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Tujuan Forum SKPD Kabupaten 
Pasal 14 
1)  Mensingkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan 
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). 
2) Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja – SKPD.  
3) Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam 
prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 
4) Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama 
untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. 
 
Masukan Informasi 
Pasal 15 
1) Masukan dari Provinsi mengenai informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari 
APBN dan APBD Provinsi.   
2) Masukan dari Kabupaten berupa : 
a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/UnitKerja Daerah. 
b. Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD. 
c. Rancangan Renja-SKPD. 
d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. 
e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala Kabupaten seperti: Asosiasi Profesi, LSM, 
Perguruan Tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang 
bersangkutan. 
f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 
3) Masukan dari Kecamatan berupa : 
a. Daftar prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan. 
b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan forum-forum SKPD.  
 
Pasal 16 
Mekanisme Penyelenggaraan 
1) Tahap Persiapan : 
a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau 
gabungan SKPD agar penyelenggaraannya secara optimal. Dalam tata cara tersebut 
tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata 
cara penyelenggaraan Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya 
secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, peserta, agenda 
pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. 
b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD 
sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur SKPD dan 
Bappeda sebagai tindak lanjut dari keputusan Kepala Bappeda 
c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut: 
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1. menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan. 
2. mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan 
Renja-SKPD. 
3. mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai 
dengan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula 
dengan kegiatan yang tidak sesuai. 
4. memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas. 
5. menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD 
6. mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan tempat 
penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan. 
7. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal 
dari delegasi kecamatan maupun dan kelompokkelompok masyarakat yang bekerja 
dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala Kabupaten. 
8. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD. 
2) Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: 
a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD. 
b. Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja-
SKPD oleh Kepala SKPD. 
c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan 
oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD. 
d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk 
memastikan prioritas kegiatan dari kecamatan sudah telah tercantum. 
e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari 
prioritas pembangunan daerah/ Rancangan RKPD Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan 
Kementrian/ Lembaga Negara oleh Kepala SKPD. 
f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari 
kecamatan maupun dari rancangan Renja – SKPD. 
g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 
sehingga pagu dana Renja-SKPD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD 
Provinsi, maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal; 
h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara: 
1. mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD. 
2. merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau 
pembatalan sesuai kebutuhan. 
i. Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok - 
kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (1-3 orang 
untuk setiap Forum SKPD), dan dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan 
perempuan. 
 
Pasal 17 
Keluaran 
Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten adalah: 
1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan 
kerangka anggaran SKPD. 
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2. Kegiatan prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD 
Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut 
kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan 
kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. 
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok 
masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. 
4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten. 
 
Pasal 18 
Peserta 
Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-
kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau 
gabungan SKPD yang bersangkutan dan delegasi dari Anggota DPRD Kab. dan lain 
sebagainya. 
 
Pasal 19 
Nara Sumber 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD 
dari Komisi Mitra Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, LSM yang memiliki 
bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD,Unsur tenaga ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan 
praktisi maupun akademisi. 
Pasal 20 
Tugas Tim Penyelenggara 
1) Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 
2) Menyusun rincian jadwal, agenda, dan tempat Forum SKPD. 
3) Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan Forum SKPD. 
4) Mendaftar peserta Forum SKPD. 
5) Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja - SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. 
6) Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum-SKPD. 
7) Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 
8) Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. 
9) Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat. 
 
Pasal 21 
Tugas Delegasi Forum SKPD 
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1) Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD. 
2) Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten. 
3) Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait. 
 
BAB XIII 
MUSRENBANG KABUPATEN 
Pasal 22 
1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan 
Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, 
kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. 
2) Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk 
proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. 
3) Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang 
melalui pembahasan yang disepakati bersama. 
4) Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan 
dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sul-Sel dan APBN sebagai bahan pemutakhiran 
Rancangan RKPD Kabupaten menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan. 
5) RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan 
utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).   
 
Pasal 23 
Tujuan 
1)  Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas 
pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi 
dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang 
pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 
2) Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berhubungan dengan 
pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD). 
3) Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan 
dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD).  
 
Masukan 
Pasal 24 
1) Dari Kabupaten : 
a. Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas pembangunan daerah. 
b. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka 
anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD 
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. 
c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota yang terdiri atas : 
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1. plafon untuk setiap SKPD dan; 
2. plafon untuk Alokasi Dana Desa. 
d. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. 
e. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. 
2) Dari Kecamatan: 
a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan. 
b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan 
Musrenbang Kabupaten. 
c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. 
 
Pasal 25 
Mekanisme 
1) Tahap Persiapan : 
a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten. 
b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang 
Kecamatan. 
2. menyusun jadual dan agenda Musrenbang. 
3.  mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten 
minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera 
melakukan pendaftaran dan atau diundang. 
4. membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, 
baik  delegasi dari kecamatan maupun dari Forum SKPD. 
5. menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten. 
2) Tahap Pelaksanaan : 
a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran 
yang dikeluarkan oleh Bupati ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda. 
b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut 
pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara. 
c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-
SKPD. 
d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD yang mengemban 
fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten), yang 
meliputi: 
1. Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten dan Renstra-SKPD/Unit 
Kerja. 
2. Tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat 
dalam Renja-SKPD. 
3. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana yang berasal dari APBD 
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana Iainnya. 
e. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan tahun berikutnya. 
f. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD. 
g. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD setempat 
serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun 
sumber dana lainnya. 
h. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten. 
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i. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.  
 
Pasal 26 
Keluaran 
Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi 
masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: 
1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana balik berdasarkan 
fungsi/SKPD. 
2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD 
Kabupaten; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.  
3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi Sul-Sel dan/ atau 
Pusat. 
4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. 
 
Pasal 27 
Peserta 
Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum 
SKPD dan delegasi DPRD Kabupaten.  
 
Pasal 28 
Narasumber 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, 
Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD 
Panitia/ Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. 
Pasal 29 
Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten 
 
Hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten menyampaikan 
hasilnya kepada: 
1. DPRD Kabupaten. 
2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 
3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD. 
4. Kecamatan. 
5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD. 
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Pasal 30 
Paska Musrenbang Kabupaten 
1) Umum 
Pada tahap perencanaan, kegiatan Paska Musrenbang terdiri dari sejumlah kegiatan, yakni: 
a. Penyusunan RKPD. 
b. Penyusunan Kebijakan Umum, Strategi, dan Plafon APBD. 
c. Penyusunan RKA - SKPD. 
d. Pembahasan dan Penetapan APBD. 
e. Pelaksanaan Program. 
f. Monitoring dan evaluasi program. 
 
2) Tujuan 
Kegiatan Paska Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin: 
a. konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD. 
b. Konsistensi antara hasil perencanaan ( RKPD ) dengan penganggaran (APBD). 
c. terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, 
pemerintah daerah dan DPRD. 
d. tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang 
alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian 
forum Musrenbang di dalam APBD. 
3) Pelaku Utama Kegiatan 
Pelaku utama kegiatan Paska Musrenbang Kabupaten adalah: 
a. Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten.  
b. Bupati, para pejabat pemerintah daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah). 
c. DPRD Kabupaten 
4) Kegiatan 
Berbagai hal yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah pada Pasca Musrenbang 
adalah: 
a. Penyusunan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir 
RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten dengan 
RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya. 
2. Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati dan 
DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan 
yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dalam rancangan RKPD. 
b. Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi U/p Bappeda 
Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang 
Provinsi. 
c. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD 
sebagai rujukan utamanya. 
d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh 
SKPD. 
e. Pembahasan dan Penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk 
menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku. 
f. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Bappeda memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan 
program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun dari sumber non-APBD berikut 
besaran plafonnya. 
2. Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 
berdasarkan lokasi (kecamatan dan desa/kelurahan). 
3. Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. 
4. Bappeda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi 
mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah 
dijalankan. 
5. Bappeda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya. 
g. Perubahan APBD. Setiap perubahan anggaran yang mempunyai konsekwensi kegiatan baru 
maka perlu melibatkan kembali SKPD dan delegasi dari kecamatan serta Forum SKPD dalam 
perumusan kegiatan dan proses pengalokasian anggarannya.  
 
BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 31 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 32 
Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati.  
 
BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 33 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
“ANALISIS TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA DAN STATISTIK KABUPATEN BONE 
(Studi Tentang Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah) 
 
NO PERTANYAAN UTAMA / INDIKATOR 
SUMBER DATA 
SUMBER INFORMAN 
PRIMER SEKUNDER 
1.   A. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi 
bappeda dalam melakukan koordinasi 
perencanaan pembangunan daerah di 
Kabupaten Bone ?  
Indikator : 
1. Pelaksanaan rapat koordinasi 
2. Pemberian informasi dan laporan  
3. Kesepakatan dan komitmen 
4. Hubungan kerja Bappeda dengan dinas terkait 
B. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi 
pada tugas dan fungsi Bappeda dalam 
melakukan koordinasi perencanaan 
pembangunan di Kabupaten Bone ?  
 
 
 
 
 
 
      
 
      
      
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bappeda, Sekretaris, Kasubid, 
SKPD, Camat dan LSM dan tokoh 
masyarakat.    
 
SDA 
 
SDA  
SDA 
SDA 
 
Kepala Bappeda, Sekretaris, Kasubid, 
SKPD, Camat dan LSM.  
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Indikator :  
a. Keterbukaan memberikan informasi 
perencanaan, baik rencana pembangunan 
daerah, rencana kerja daerah, maupun 
anggaran.  
b. Adanya penyebaran informasi dalam kegiatan 
pembanguan daerah.  
C. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi 
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam 
melakukan koordinasi perencanaan 
pembangunan di Kabupaten Bone ?  
 
Indikator :  
1. Tingkat pendidikan aparat perencana 
2. Dukungan dinas daerah dan instansi vertikal 
3. Kepemimpinan Kepala Bappeda 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
      
 
      
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
SDA 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bappeda, Sekretaris, Kasubid, 
SKPD, Camat dan LSM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDA 
 
SDA 
 
SDA 
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4. Kebijakan peraturan daerah  
5. Pemahaman antar SKPD 
6. Keterampilan dan pengalaman aparat  
7. Sarana dan Prasarana 
      
 
      
 
 
      
 
      
 
        
 
 
 
 
 
        
SDA 
 
SDA 
 
SDA 
 
SDA 
 
 
 
